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ABSTRAKSI

Dibentuknya Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk
membantu  kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi
pihak yang berkepentingan.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang
menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia, namun sebaliknya karena
Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan tersebut kurang menjamin
kepentingan pihak yang menerima Fidusia. Mungkin saja pemberi fidusia
menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain
tanpa sepengetahuan penerima Fidusia,

Sebelum Undang — Undang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada
umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak
yang terdiri dari benda - benda dalam persediaan (inventory), banda
dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,
maka Undang — Undang Jaminan Fidusia obyek Jaminan Fidusia diberikan
pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak
berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang — Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif
ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan sinkronisasi peraturan baik
bersifat vertikal maupun horisontal.

Dari  penelitian yang dilakukan, walaupun  sudah ada Hak
Tanggungan scbagai lembaga jaminan, tapi masih banyak Bank yang
penggunakan penjaminan dengan menggunakan Fidusia baik terhadap barang
bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak termasuk yang dijaminkan
dengan Hak Tanggungan.

Di Bank BNI Cabang Senarang, penjaminan kredit dengan
menggunakan Fidusia jarang sekali pihak debitur yang wanprestasi, hal ini
disebabkan pihak Bank BNI Cabang Semarang MT. Haryono sangat selektif
dalam memilih debitur yang akan mengajukan kredit Sejak dari penelitian
data yang diajukan debitur sampai survey ke lapangan terhadap barang yang
akan dijadikan obyek jaminan benar benar sangat teliti,




Walaupun secara fisik barang jaminan dikuasai debitur, namun debitur
tidak dapat berbuat banyak kecuali mematuhi apa apa yang telah diperjanjikan
yang tercantum dalam pernjajian Fidusia dan menjaga barang tersebut agar
tidak rusak atau turun nilai ckonominya. Dengan demikian pihak bank tidak
dirugikan sedikitpun bahkan sangat diuntungkan karena uang yang dicairkan
dalam kembali dengan bunganya.




ABSTRACT

In order to accommodate society needs in lien regulation the Act number 42 of
1992 is established, lien is very important as one of credit’s security to provide
business and to give legal certainty towards everybody who used it.

Lien is very useful especially for persons who give it (debtor), but on the other

hands, because lien is not registered it will not give certainty to person who takes it
(creditor). Debtor could give the goods to other person without approval.
Prior to the Act number 42 year 1992 established, the lien objects are only moveable
goods such as inventories, merchandise, credit, machine/equipment and motorcycle,
In order to accommodate the needs of the society, in the Act the lien object had been
broader into moveable goods tangible and intangible also immoveable goods which
can not be pledge under the Act number 4 year 1996.

Through this research, legal inventory and synchronization both in vertical and
horizontal ways has been done, so it is 2 normative and also empirical legal research.

It is shown by this research that even bank has its pledge system, many banks
still used lien as security, both for moveable and immoveable good.

Keyword : lien; credit; security
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan ckonomi sebagai bagian dari pembangunan

nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang

Dasar 1945, Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan
tersebut, yang para pelakunya baik pemerintah maupun masyarakat
sebagai orang perseorangan dan badan hukum sangat memerlukan dana
dalam jumlah yang sangat besar. Dengan meningkatnya pembangunan,
1ﬁeningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana
yaﬁg diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui
kegiatan pinjam - mer_ninjam:

Selama ini kegiatan pinjam - meminjam dilakukan dengan

menggunakan hak tanggungan yang telah diatur dalam Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan

pelaksanaan dari Pasal 51 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Undang — Undang Pokok Agraria sekaligﬁs_ sebégai pengganti  dari
lembaga hipotik atas tanah dan creditvé{band.

Disamping itu, hak jaminan lginhYa yang banyak digunakan

dewasa ini adalah gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Adapun



Undang — Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 51
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah - rumah yang dibangun
diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain ‘dapat.dibebani dengan jaminan
fidusia. Selain itu Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman, menentukan bahwa rumah — rumah yang
dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani
dengan Jaminan Fidusia. Selain itu Undang ~ Undang Nomor 16 tahun
1995 tentang Rumah Susun mengatur tentang hak milik atas satuan rumah
susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika
tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.
| Lémbaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada pemberi
Fidusia untuk menguasai ‘bénda yang dijaminkan untuk melakukan
kegiatan  usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan
jaminan fidusia. Pada awalnya benda yang‘menjadi obyek Fidusia terbatas
pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan,
akan tetapi dalam perkembangannya benda yang menjadi obyek fidusia
termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda
tak bergerak.

Dibentuknya Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung  kebutuhan

- masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana



untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang berkepentingan.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang
menggunakannya, khususnya bagi pemberi idusia, namun sebaliknya
karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, makq jaminan tersebut kurang
menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia. Mungkin saja
pemberi fidusia menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia
kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Sebelum Undang — Undang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada
umumnya benda yahg menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda
bergerak yang terdiri dari benda - benda dalam persediaan (inventory),
Banda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,
maka Undang — Undang J. amipan Fidusia .o_byek' jaminan fidusia diberikan
pengertian yang lﬁas yaitu benda bergerak &ang lberwujud maupun tak
berwujud dan benda tidak bcrgerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan lsebagai mana yang ditentukan . dalarh' Undang - Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Flak Tanggungan.

Undang — Undang J aminan Fidusfa mengatur tentang pendaftaran
Jaminan fidusia guna memberikan kepastian’l;‘ukum | kepadﬁ pihak yaﬁg
berkepentingan dan pendaﬁafan jaminan fidusia memberikan hak yang

- didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.




Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk

tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan

kepercayaan, maka diharapkan dengan sistem pendaftaran vang diatur

dalam Undang — Undang dapat memberikan jaminan kepada pihak

penerima fidusia dan pihak yang punya kepentingan dengan benda

tersebut.

1.2. Perumusan Masalah.

1.3.

1.4.

Dari ﬁraian diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagairﬁana konstruksi hukum penjaminan fidusia terhadap
bangunan di atas tanah hak sewa?

Bagaimana perlinduﬁgan hukum kepada kreditur  terhadap
penjaminan fidusia bangunan di atas tanah hak sewa? |
Tujuan Penelitian. |

Mengetahui tata cara penjaminan ﬁdﬁsia terhadap bangunan yang
berdiri di atas tanah sewa. |

Mengetahui bagaimana 'perlindt-mga_n hukum t@;hadap kreditur yang
menerima penjaminan fidusia térhadép bangﬁnan yang berdiri di
atas ténah hak sewa. |

Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian diharapkan dapat mcmberikan informasi kepada

masyarakat terutama pengguna jasa hukum bagaimana cara

penjaminan fidusia terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah hak



sewa sesﬁai dengan  aturan yang telah ditetapkan pemerintah
sehingga tidak merugikan masyarakat pada umumnya, kreditur,
debitur maupun pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum
bagi kreditur yang dibeﬁ Jaminan bangunan dengan fidusia di.atas
tanah hak sewa.

Memberikan informasi pada pemerintah dan penegak hukum tentang
praktek penjaminan fidusia terhadap bangunan yang berdiri di atas
tanah hak sewa yang selama ini dilakukan bank dalam tata cara

pengajuan kredit dengan jaminan fidusia




2.1,

BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Istilah Penjaminan.

Berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, jadi penjaminan dapat
diartikan sebagai pertanggungan, Yang dimaksud dengan pertanggungan
adalah pertanggungan atas segal'a‘ perikatan dari seseorang seperti yang telah
ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun yang diatur dalam Pasal
1139 — 1149 tentang pintang yang diistimewakan, Pasal 1150 — 1160 tentang
Gadai. Pasal 1162 — 1178 (hipotek), Pasal 1820 — 1850 (penanggungan
hutang) dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh Yurisprudensi yaitu
Fidusia. Adapun tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan
secara umum sedang tanggungan atas perikatan tertentu disebut Jjaminan
sccara khusus. "

Adanya jaminah sepertt diatas memang diperlukan oleh kreditur, karena
dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai
kepentingan yaitu bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalalﬁ
perikatan tersebut. Bilamana disamping perikatan yang telah ada diantara
kreditur dan debitur, pihak kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian

tambahan apapun dengan debitur, serta kreditur yang bersangkutan bukanlah

1). Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang Undang Hukum
Perdata. Edisi Revisi. 1999




kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata,
maka dalam hal debitur lalai memenuhi kewajibannya dalam perikatan. itu
serta harta kekayaan debitur tidak mencukupi  untuk melunasi semua
hutangnya terhadap beberapa kreditur, KUH Perdata memberikan
penyelesaian yaitu bahwa semua’ kreditur dari sesorang debitur, mempunyai
kedudukan yang sama dan masing - masing kreditur memperoleh pembayaran
yang seimbang dengan besarnya piutang masing - masing (kreditur
konkuren).?
2.2.Tentang Jaminan Fidusia Pada Umumnya

Tentang jaminan fidusia telah ditvangkan dan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999. Kehadiran Undang- Undang tentang Jaminan
Fidﬁéia ini didesak karena kebutuhan yang sangat besar dalam dunia usaha.

Lembaga fidusia ini pada hakikatnya telah lama dikenal bahkan telah
hadir pada jaman penjajahan Belanda. Bedanya scbelum adanya Undang -
Undang tertang Jaminan Fidusia, berlakunya dalam praktek didasarkan padé
yurisprudensi. Adapun untuk Indonesia yang saat itu masth menjadi jajahan

Belanda berlakunya fidusia diperoleh dengan hadirnya keputusan

2). Marbainis Abdulhay, SH, Hukum Perdata Material Jilid II, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1983,




Hoogerechtshot tanggal 18 Agustus 1932 dalam‘perkara Batafsche Petroleum
Maatschappij melawan Pedro Clignett yang dimuat dalam Indische Tijdschrift
van Het Recht jilid ke 136 bab 311. Sgtelah Iﬁdonesia merdeka pemberlakuan
Jaminan Fidusia didasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI No 372
K/Sip/ 1970 dalam perkara Lo Dhing Siang melawan Bank Negara Indonesia
Unit I Semarang.

Saat ini kegiatan pinjam - meminjam dengan menggunakan jaminan telah
diatur dalam Hipotek, Hak Tanggungan dan Gadai. Hak Tanggungan
menurut Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 yang sekarang ini berlaku
adalah  pengganti Hipoteek atas tanah bersertifikat dan Creditverband.
Sedang terhadap kapal yang Berukuran 1si kotor 20 m3 atau lebih dan peawat
terbang masih diberlakukan hipotek. Sedangkan gadai mengatur penjaminan
benda tidak tetap baik bertubuh maupun tidak bertubuh yang mana benda yang
digadaikan berada dalam penguasaan pemberi gadai / kreditur.”

Untuk mengisi kekosongan tentang utang piutang dengan jaminan barang
yang mana benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka

dibentuklah Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 teritang Jaminan Fidusia.

3). Kartono, SH, Hak Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta.1977




Sebelum Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia hanya benda — benda bergerak yang terdiri dari benda dagangan,
piutang, peralatan mesin kendaraan bermotor. Setelah diberlakukannya
Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia obyek
Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun
tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan menurut Undang - Undang No 4 tahun 1996.

Demikian juga dengan adanya penambahan aturan pada jaminan fidusia
dalam Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu
kewajiban pendaftaran pada setiap pembuatan jaminan fidusia pada kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia®

Dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia maka penerima fidusia memiliki
dan masuk dalam kelompok yang didahulukan (preferen). Dengan demikian
lembaga fidusia ini telah memberikan kepastian hukum yang dapat dinikmati
oleh para pihak yang berkepentingan selain itu pendaftaran jaminan fidusia
memberikan kepastian akan hak yang didahulukan kepada kreditur yang

mempergunakan lembaga fidusia tersebut.

4) Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.2002
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2.3. Pengertian Fidusia

Menurut Subekti , perkataan fidusia ini berarti “secara kepercayaan’.
Drtujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh
salah satu pihak kepada pihak lain, apa yang keluar ditampakkan sebagai
pemindahan milik sebenarnya merupakan suatu jaminan untuk suatu hutang.
Pihak kepada pihak lain, apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan
milik Sebenarnya merupakan suatu jaminan untuk suatu hutang,”

Menurut Asser Van Oven istilah fidusia discbut dengan
zekerheidseigendom yang berarti hak milik sebagai jaminan. Sedang
A Veenhoven menamakan eigendomsoverdracht tot Zekerheid yang berarti
penyerahan hak milik sebagai jaminan.

Pada jaman Romawi dikenal dua bentuk fidusia yaitu fiducia cum
creditore dan fiducia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang
disebut dengan pactum fiducia yang kemudian diikuti dengan penyerahan
hak atau in iure cessie.

Pada bentuk yang pertama seorang debitur menyerahkan suatu barang
dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban

mengembalikan pemilikan barang atas itu kepada debitur apabila debitur telah

5). Prof. R. Subekti, SH, Jaminan JaminanUntuk Pemberian Kredit Menurut
Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1982, hal 76.
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memenuhi  kewajibannya kepada debitur. Sedang fiducia cum amico
terjadi bilamana sesorang inenyerahkan keWenangannya kepada pihak
| pemberi atau dengan kata lain penerima menjalankan kewenangannya untuk
kepentingan pihak pemberi. Masyarakat merasakan adanya kebutuhan itu akan
tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan, sehingga
dalam praktek mempergunakan konstruksi hukum yang ada yaitu pengalihan
hak milik debitur kepada kreditur. Penggunaan konstruksi iini kurang tepat
karena tidak sesuai dengan maksud para pihak yaitu mengadakan jaminan.
2.4, Sifat Sifat Fidusia
i 1. Fidusia adalah hak kebendaaan
Bersifat kebendaaan karena tujuan utama penyerahan hak milik secara

fidusia ini adalah untuk memenuhi ‘fungsi gadai yang tidak terpenuhi, karena

itu ketentuan tentang gadai khususnya tentang sifat sifat gadai, secara analogi
harus diterapkan untuk fidusia. Dengan demikian hak fidusia yang diperoleh
kreditur merupakan hak kebendaaan (yang bersifat memberikan jaminan) baru
disamping hak gadai dan hipotik karenanyz; dapat dipertahankan kepada
siapapun. Pengakuan fidusia sebagai hak kebendaaan ini  sebenarnya
merupakan penerobosan terhadap ' sistem teﬁutup dari hukum benda. Namun
demikian pendapat Fidusia merupakan hak kebendaaan sudah merupakan

pendapat yang banyak diikuti para sarjana‘bailk di Belanda maupun di

Indonesia.
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2. Fidusia adalah hak accessoir.

Karena bersifat accessoir, maka lahir dan berakhir hak milik fidusia

bergantung dari perikatan pokoknya.

. Fidusia adalah hak preferensi

Untuk pelunasan piutangnya kreditur fidusia mempunyai hak untuk
didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya. Dalam hal terjadi kepailitan
pada debitur, kreditur fidusia bertindak sebagai kreditur separatis yang mana
baginya seolah - olah tidak ada kepailitan. Ia berhak menjual benda fidusia

untuk pelunasan hutangnya.

. Parate cksekusi

Sebagai konsekwensi dari penyerahan hak milik secara fidusia yang oleh
Yurisprudensi diakui sebagai hukum jaminan kebendaaan yang baru
disamping  gadat dan hipotik maka pemilik fidusia mempunyai hak
melél;ukan parate eksekusi, iaberhak menagih piutangnya dari hasil penjualan
benda fidusia tanpa eksekutorial title atau ia dapat menjual benda fidusia
tanpa memerlukan perantara hakim.®

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pemilik fidusia tidak
boleh melakukan perjanjian untuk mengaku benda fidusia, hal demikian

sesuai dengan aturan gadai.

6). Dr. Hamzah, SH, dan Sarjun Manullang, SH. Lembaga Fidusia dan
Penerapannya di Indonesia. Indhill- Co, Jakarta. 1987
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2.5. Obyek Fidusia

a. Benda bergerak

Karena timbulnya fiducia disebabkan adanya ketentuan inbezitstelling
dari gadai, maka obyek fidusia adalah benda banda yang dapat menjadi
obyek gadai, yaitu benda banda bergerak baik bertubuh maupun tak bertubuh.
Pada mulanya yang dapat difidusiakan adalah barang bergerak bertubuh
anatara lain barang barang inventaris, perniagaan, kendaraan bermotor, alat
alat pertanian dan lain lain. Barang barang yang akan dikemudian hari dapat
Jjuga menjadi obyek fiducia, yaitu barang barang yang pada saat terjadinya

perjanjian fidusia masih belum ada tapi akan diperoleh kemudian”

. Benda tak bergerak vang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan

Menurut Pitlo, fidusia juga dapat dilaksanakan terhadap benda tak
bergerak meskipun dalam praktek jarang terjadi. Demikian juga Veenhoven
mengemukakan bahwa pada asasnya semua benda baik benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang secara yuridis dapat diserahkan hak
miliknya juga dapat diserahkan hak miliknya atas kepercyaan sebagai
jaminan tapi menurut beliau hendaknya obyek fidusia hanya terbatas pada
benda bergerak saja. Mengenai obyek fidusia yang mengarah kepada benda

tidak bergerak

7). Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hak Jaminan Atas
Tanah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 1978
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banyak menimbulkan pertentangan  di kalangan para ahli hukum, apalagi
dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 1951
dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dimana dalam
kedua putusan tersebut, pada dasarnya dinyatakan bahwa penyerahan hak
milik secara kepercayaan hanya berlaku pada benda bergerak Alasan lain
yang mendorong dimungkinkannya fiducia terhadap benda tidak bergerak
karena sifat Hukum Agraria yang tidak mengenal asas accessie melainkan
asas pemisahan horisontal sehingga rumah dapat dipisahkan dengan
tanahnva. Dalam pasal 1 PMA No 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa tanah
tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah
dibukukan dalam buku dafiar tanah menurut ketentuan PP No 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah dapat dibebani dengan hipotik maupun
Creditverband Disamping itu dalam Surat_ Edafan Menteri Dalam Negeri

tanggal 26 Maret 1973 No DLB 3/37/1973 dengan tegas dinyatakan bahwa

hak pakai atas tanah tidak dapat -dibebani dengan hipotek ata.u‘

creditverband, meskipun hak quai dgn hak pengelolaan itu menurut
ketentuan PMA No 1 Tahun 1.966 harus didaftar menurut ketentuan PP No
10 1961, Pendapat dari para ahli hukum méngenai 6byek ﬁdusia yang
meliputi benda tidak bergerak mendapatkan \tanggapan dan perhatian dari
pembuat Undang- Undang, yéitu dengan ldl;keluarkanny'a Undang - Undang

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Fidusia dapat dipergunakan
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sebagai lembaga jaminan bagi tanah hak pakai.l Untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan, maka pembebanan fidusia hanya dibatasi pada tanah hak
pakai atas tanah Negara. Pembebanan itupun wajib dilakukan dengan akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian
didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Dalam pendaftaran tersebut,
adanya fidusia dicatat dalam buku tanah dan sertifikat hak pakai yang
bersangkutan sehingga mudah untuk diketahui masyarakat umum.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun, rumah susur termasuk tanah tempat bangﬁnaﬁ itu
berdiri se&a banda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
dapat dijadikan jaminan hutané dengan :

a. Dibebani hipotek jika tanahya hak milik atau hak guna bangunan,
b. Dibebani Fidusia jika tanahnya hak pakai atas‘tanah Negara

Namun setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 -
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkait
Dengan Tanah, dalam penjelasan umum angké 5 diéeb_utka_n bahwa Hak
Pakai dalam UUPA tidak ditunjuk sebaga obyek hak tanggungan karena pada
waktu itu tidak termasuk hak - hak atas tanah yang wajib didaftar dan ka.rena
itu tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk aapat dijadikan jaminan
hutang, Dalam perkembangannjra; hak pakaipun harus didaftarkan, yaitu hak
pakai yang diberikan atas tanah negara. Sebagian‘- dari hak pakai yang didaftar

itu menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindah tangankan yaitu yang
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diberikan kepada orang perorangan atau badan badan hukum perdata. Dalam
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985, tentang Rumah Susun, hak pakai
yang dimaksudkan itu dapat dijaminkan utang dengan dibebani fidusia.
Dalam Undang - Undang ini, hak pakai ditunjuk sebagai obyek hak
tanggungan.

Obyek jaminan fidusia dapat diberikan terhadap salah satu atau lebih
satuan atau jenis benda termasuk pula piutang baik yang telah ada pada saat
penjaminan diberikan maupun yang yang diperoleh kemudian (Pasal 9 UU
Jaminan Fidusia). Ketentuan tersebut diatur sedemikian rupa oleh Undang —
Undang karena sangat penting bagi komersial.?

2.6. Kewajiban Pemilik Fidusia.

1. Wajib memelihara benda fidusia.
Setelah pelaksanaan eksekusi pemilik fidusia mempunyai kewajiban untuk
memelihara benda fidusia dengan sebaik baiknya. Ia bertanggung jawab
atas hilangnya, musnahnya atau merosotnya nilai benda fidusia sekedar hal

itu disebabkan karena kelalaiannya.

8). Prof. Purwahid Patrik dan Kashadi SH, Hukum Jaminan Edisi Revisi
Dengan Undang — Undang Hak Tanggungan. Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, 1991.
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Wajib memberikan perhitungan dari hasil penjualan benda fidusia denga_n
besarnya piutang.

Apabila hasil penjualan benda fiducia melebihi piutang pokok, .bunga
dan biaya maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi
fidusta.

Wajib untuk memperhitungkan penerimaan bunga dan pembayaran
piutang fidusia dengan piutangnya.

Wajib mengembalikan éisa penerimaan pembayaran baik bunga maupun

piutang kepada debitur.

2.7. Hak Pemilik Fidusia (Kreditur).

L.

Hak untuk memeriksa benda fidusia.

Karena kreditur tidak menguasai secara Iéngsung benda fidusia dan untuk
menjaga sejauh  mungkin pemberi  fidusia (debitur) tidak
menyalahgunakan atau mentelantarkan benda ﬁdus‘ié,' maka logis apabila
kreditur diberi hak yang sewaktu waktu dapat melakukan pemeriksaan
tehadap keadaaan maupun jz.nnlah benda fidusia.

Hak untuk memindahkan benda fidusia.

Apabila debitur lalai akan kewajibannya' merawat benda fidusia maka
demi keselamatan benda fiducia, pemilik *ﬁdusia (kreditur) mempunyai

hak untuk membawa keluar beada fidusia dari kekuasaan debitur.
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Hal: untuk mengeksekusi benda fidusia

Karena maksud pemberian' fidusia untuk memberikan jaminan bagi
kreditur dalam pelunasan  piutangnya maka apabila si debitur
wanprestasi, kreditur berhak"untuk menguasai dan ‘s_elanjutnya menjual
benda fidusia dengan maksud untuk mengdmbil pelunasan atas piutang
pokok, bunga dan biaya dari hasil pendapataﬁ lelang.

Hak kompensasi |

Kompensasi yang dimaksud disini adalah kbmpensasi dalam kewajiban,

. karena adanya kewajiban pada kreditur untuk mempertanggung jawabkan

benda yang hak miliknya telah diserahkan kepadanya, kreditur dapat
mengkompensasikan dengan  dengan kelwaj iban- debitur  untuk
mempertanggungjawabkan selaku debitur atas benda fidusia.

Hak menjual dalam kepailitan debitur

Karena Fidusia adalah hak kebeﬁdaaan, maka hak ini dapat dipertahankan
terhadap siapapun, termasuk curator kepailitan debitur. Benda yang berada
dalam kekuasaan debitur tidak termasuk dalam boedel kepailitan. Atas
benda tersebut kreditur dapat bertindak seolah ol_ah tidak ada kepailitan
debitur, ia adalah kreditur separatis. Sehingga dalam keadaan seperti ini
pemilik fidusia dapat menjual benda dalam kepailitan debitur.

Hak untuk menolak mémberi ijin penjualan benda fidusia.

Berdasar pertimbangan jumlah ‘piutang, kréditur dapat menolak memberi

jin penjualan  benda fiducia. Dalam  penjualan  barang barang
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perdagangan, debitur tidak pertu minta ijin, namun cukup melaporkan

kepada kreditur.

Hak untuk menerima bunga |

Kreditur berhak untuk menerima bunga déri piutang yang hak miliknya
telah diserahkan secara kgpercayaan keéadanya dengan  kewajiban

memperhitungkan  besarnya bunga dengan bunga piutang debitur

kepadanya.
Hak untuk menagih piutang
Alas piutang kredit yang telah dapat ditagih sebelum pintang kreditur jatuh

tempo kreditur berhak menagih piutang tersebut.

2.8. Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur).

L.

Wajib memeliﬁara dan merawat benda fidusia supaya nilainya tidak jadi
turun,

Wajib untuk tidak menyerahkan benda Fidusia kepada pihak ketiga tanpa
ijin  kreditur. Pengecualian terhadap kewajiban ini terdapat dalam hal
fidusia barang barang perniagaan. Dalain hal menjual barang barang
perniagaan, debitur tidak perla minta ijin kepada kreditur, melainkan
cukup memberi laporan kepada kreditur/ pemilik fidusia.

Menurut Subekti, bita debitur melanggarnya dapat diancam pidana karena
bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).
Wajib membayar ganti rugi kepada kreditur atas turunnya nilaiﬁ benda

fidusia apabila ia telah melalaikannya untuk merawat.
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4. Wajib memberi kuasa kepada kreditur untuk menagih piutang fiducia

dan bunga kepada cessus.

Wajib menérima_ kembali piutang fidusia yaﬁg tidak dibayar oleh cessus.
Oleh karena bagi kreditur | piutang ﬁduc,;ia akan mempunyai arti jika
piutang fidusia benar benar dapat dilunasi oléh debiturnya (cessus), maka
piutang yang tidak dibayar pﬁda jatuh temponya, tidak ada gunanya untuk
dipertahankan. |
Wajib menanggung biaya biaya yang berkaitan dengan cessie misalnya
biaya biaya pemberitahuan kepada debitur cessus, biaya penagihan,

kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian

2.9. Hak Pemberi Fidasia (Debitur).

L

2.

Hak untuk memakai benda fidusia

Hak untuk memenuhkan kembali hak miliknya.

Dengan adanya penyerahan hék milik  secara kepercayaan, sebagai
Jaminan, maka debitur hanya mempunyai hak milik kosong. Hak milik

yang kosong akan penuh kembali apaBiIa debitur telah melunasi hutangnya

kepada kreditur.

Hak untuk mempetoleh kembali piutangnya..

Apabila debitur telah me]unasi hutangnya, maka demi hukum debitur
akan memperoleh kemali piutangnya yang semula telah dicessikan sebagai

jaminan kepada kreditur. Dengan hapusnya piutang yang dijamin dengaﬁ
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hak fidusia yang dimiliki oleh kreditur, hapus pulalah hak fidusia yang
dimiliki kreditur, karena ﬁdusia bersifat ;accessoir.
4. Hak untuk menerima sisa dari hasil tagihan yang dilakukan oleh kreditur.
2.10. Tata Cara Terjadinya Fidusia
Untuk mengadakan fidusia pada benda bergerak bertubuh tidak
sama dengan benda befgerak tak bertubuh. Adapun cara terjadinya fidusia
adalah sebagai berikut :
1. Cara terjadinya fidusia pada benda bergerak bertubuh.
a. Perjanjian Fidusia
Antara debitur dan kreditur diadakan perjanjian dimana ditentukan
bahwa debifur meminjam  sejumlah uang dengan. Janji  akan menyerahkan
hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.
Perjanjian ini bersifat konsesual, obligator dan bentuknya tidak terikat dengan

formalitas tertentu (bebas). -
b. Perjanjian Kebendaaan

Antara debitur dan kreditur dilakukan penyerahanbenda fidusia secara
constitutum possesorium, dengan demikian maka benda fidusia tetap dikuasai
pemberi fidusia (debitur)
¢. Penanjian Pinjam Pakai

‘Diantara kedua belah pihak diadakan perjanjian bahwa oleh pemilik

ﬁdusja, hak milik atas benda fidusia yang berada dalam kekuasaan pemberi

fidusia dipinjam pakaikan kepada pemberi fidusia.
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Dalam hal ini pemberi fidusia berindak selaku pemegang kuasa dari dan
oleh sebab itu ia menguasai dan menyimpan benda fidusia yang telah
diserahkan kepadanya untuk dan atas nama pemilik fidusia.
2. Cara terjadinya fidusia pada benda bergerak tak bertubuh
a. Perjanjian untuk menyerahkan piutang sebagai jaminan
Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas
b. Cessie piutang atas nama
Dalam hal ini, terikat dengan ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata
(dengan akta otentik atau akta dibawah tangan).
Peralihan piutang atas nama (cessie) , yang ditentukan untuk menjamin
pelunasan hutang ini melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
- Cessionaris yaitu pihak yang menerima peralihan piutang atas nama
scbagai jaminan.
- Cedent yaitu pihak yang menyerahkan piutang atas nama sebagai
jaminan |
- Cessus yaitu pihak yang berutang.
Dengan adanya Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan fidusia dipertegas lagi bahwa proses pembebanan Jaminan
Fidusia harus menggunakan akta Notaris (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan

Fidusia.
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Menurut penjelasan Pasal 5 Undang- Undang Jaminan Fidusia
ditentukan akta jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal
juga mencantumkan waktu jam pembuatan akta tersebut. Dengan
penambahan waktu jam dalam akta jaminan fidusia tersebut adalah untuk
kepastian terjadinyz pemberian jaminan fidusia tersebut.

Akta notaris untuk perjanjian Jaminan Fidusia selain memuat hari,

bulan, tahun serta waktu jam dibuataya akta tersebut, maka akta Jaminan

Fidusia wajib memuat : ”

a. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tingéal atau tempat
kedudukan tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan
dan pekerjaan.

b. Data petjanjian pokok dalam arti macam perjanjian dan hutang yang
dijamin Fidusia/

¢. Uraian mengenai benda/ barang yang menjadi obyek jaminan fidusia

terutasma mengidentifikasikan benda/ barang 'yang dijajdikan
Jaminan dengan penjelasan tentang surat — surat bukti kepemilikan.

d. Nilai penjaminan

7). Yayasan Kesejahteraan Direktorat Administrasi Hukum Umum,
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Indonesia, Himpunan Peraturan
Perundang — Undangan Di Bidang Jaminan Fidusia.2002
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e. Nilai benda yang menjadi obyek J aminﬁn Fidusia

Selain itu dari beberapa syarat yang wajib tampak dalam akta Notaris

diantaranya adalah perlu  diberi penegasan tentang utang yang

pelunasannya dijamin dengan Fidusia tersebut karena utang yang

pelunasannya dijamin dengan Fidusia menurut pasal 7 Undang — Undang

Jaminan Fidusia dapat berupa

a. Utlang yang telah ada.

b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu. |

c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlaﬁnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenhi
suatu prestasi. “

Untuk menjamin terselenggaran-)}a suatu Jaminan Fidusia yang
baik dan benar serlzi pasti maka Undang - Undang Jaminan Fidusia
dilengkapi ketentuan Pidana yang tercantum dalam
Pasal 35 Undang —~ Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut
“Setiap orang yaﬁg dengan  sengaja  memalsukan, mengubah.,
mengnilangkan atau dengan cara apapun membérikan keterangan secara
z:;fzenyesatkan, yang jika hak tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana penjara paling singkat 1
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(satu) lahun dan paling lama 5 (lima) tahunan dan denda paling sedikit
Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah)”. |

Ketentuan pidana itn dimaksudkan agar penerima Fidusia
terlindungi dari perbuatan yang tidak terpuji. Adapun vang dimasud
dengan perbuatan yang tidak terpuji adalah usaha — usaha untuk
mérugikan penerima Fidusia dan menyesatkannya yang memerugikan
penerima Fidusia,

. ‘Dalam ketentuan Pasal 35 Undang — Undang Jaminan Fidusia
disebutkan kata “setiap orang” ini mempunyai pengertian orang per
orang atan korporasi. Ketentuan ini tidak harus diartikan atau ditafsirkan
khusus untuk pemberi Jaminan Fi'dusia, akan tetapi bisa ditafsirkan yang
lebih luas yaitu “semua pihak yang terl.ibat dalam pembuatan dan
terselenggaranya pembebanan Jaminan Fidusia terhadap obyek Jaminan
Fidusia seperti pembuat akta yaitu Notelris, saksi - saksi dalam akta,
pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia bahkan kuasa penerima Fidusia
méupun juga wakil dari penerima fidusia.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima
fidusia (Pasal 8 UU Jaminan Fidusia). Maksud diaturnya jaminan fidusia
dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima Fidusia untuk
mendapatkan kejelasan bahwa pembebanan fidusia lebih dari satu

penerima dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium diperbolehkan.
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Bahkan penerima fidusia dapat dijalankan oleh kuasa yang memperoleh
kuasa khusus dari penerima fidusia.

Demikian juga wakil dari penerima fidusia dapat juga menerima
Jaminan tersebut dalam arti wakil adalah orang yang secara hukum
dianggap mewakili penerima fidusia
2.11. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kehadiran Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia disamping memiliki sisi kepastian dengan diaturnya
dalam bentuk Undang — Undang, tidak diatur lagi dengan Yurisprudensi
Jaminan Fidusia ini memiliki kekhususan dengan adanya pendafiaran
Jaminan Fidusia."®

Pendaftaran jaminan fidusia ini adalah suatu kewajiban yang diatur
dalam Undang — Undang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1} UU Jaminan
Fidusia yang berbunyi sebagai berikut :

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”
Adapun tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran jaminan

fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup

Departemen Kehakiman (Pasal 12 UU Jaminan Fidusia).

10). Ignatius Ridwan Widyadharma, SH, MS, Ph.D. Hukum Jaminan
Fidusia Pedoman Praktis. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2001
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Dil_engkapinya jarainan fidusia dengan kewajiban mendaftarkan
akta perjanjian jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
dimaksudkan untuk menampung kebutuhan msyarakat secara pasti dan
terjamin sebagai salah satu sarana untuk membanty kegiatan usaha dan
untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan dalam jaminan fidusia tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus dilakukan berkaitan
dengan benda/ barang yang menjadi obyék fidusia yang pada umumnya
berada dalam ruang lingkup kekayaan benda bergerak maupun benda
yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau
hipotek. Sclama dijaminkan dengan jaminan fidusia secara fisik benda/
barang tersebut dikuasai oleh pemilik benda yang menjaminkan.

Sehingga hal yang utama dari jaminan fidusia dengan kewajiban
mendaftarkan pada icantqr pendaftaran fidusia adalah pemberian prefereﬁ

p‘a'da penerima fidusia terhadap kreditur lain secara pasti mutlak dan

‘Iéngkap.

Pendaftaral; jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia
adalah kewajiban dari penerima Fidusia termasuk kuasa atau wakilnya.
Jaminan Fidusia padakanior pendaftaran Fidusia dicatat dalam daftar
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

(Pasal 13 ayat (3) UUJ aminan F 1dusia).
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Setelah perjanjian jaminan fidusia dicatatkan pada kantor
pendaftaran Fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan
menyerahkan kepada penerima fidusia sertipikat jaminan fidusia dengan
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
(Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib melampirkan pernyataan
pendaftaran yang memuat (Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia ) :

a. ldentitas pihak -pemberi dan penerima ﬁd:;zsia.

b. Tanggal, nbmor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia

c. Data pérjanjian pokok yang dijamin fidusia

d. Urali_an mengenat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

€. | Nilai Penjaminan

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2.12. Pengalihan Piutang Yang Dijamin dengan Fidusia

Pengalihan atas piutang oleh hukum perdata dapat dilakukan
scbagaimana yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang
bérbunyi sebagai;berikut :

“Penyerahan akan  piutang - pinlang alas rama dan kebendaaan tak

bertubuh lainnya dilakukan dengan membuatl sebuah akta otentik atau
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dibawah tangan, dengan mana hak — hak atas kebendaaan  itu
dilimpahkan pada orang lain.”
Kerangka berpikir tentang pengalihan atas suatu piutang juga telah
dipergunakan dan dibolehkan oleh Undang — Undang Nomor 42 tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalithan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
diperbolehkan sekaligus terjadinya demi hukum segala hak dan kewajiban
penerima fidusia kepada kreditur baru yang menerima pengalihan
tersebut. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
tersebut juga wajib didaftarkan oleh kreditur baru pada kantor pendaftaran
fidusia.

Pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah cessie yang
biasanya pengalihan hak atas piutang iniﬁ dilakukan dengan akta otentik
atau dibawah tangan sekaligus memberitahukan pada pemberi fidusia.

Tata cara sebagaimana tersebut diatas yaitu cessie harus dilakukan
dengan akta otentik atau akta dibawah tangan kemudian didaftarkan oleh
penerima cessie yaitu kreditur baru pada kantor pendaftaran fidusia serta
wajib memberitahukan kepada pemberi fidusia.

Hal tersebut dilakukan agar prinsip droite de suite diakul juga
sebagai bagian yang tidak ciapat ditinggalkan | dari hukum perdata yang
lama‘ diberlakukan lama dalam kaitannya dengan hak mutlak atas

kebendaan. 'Sehingga jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang
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menjadi obyek jaminan fidusia ditangan siapa benda/ barang itu berada
(Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Tidak hanya kreditur saja yang dapat mengalihkan hak atas
piutang yang dijaminkan dengan fidusia, tetapi pemberi fidusia dapat pula
mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia
dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam dunia perdagangan.
Dengan syarat pemberi fidusia ticiak dalam kedudukan cidera janji atau
ttdak memenuhi prestasi.

Demi menjaga kepentingan penerima fidusia maka benda yang
dialihkan wajib diganti dengan oyek yang setara (Pasal 21 ayat (3} UU
Jaminan Fidusia. |

Dalam Pasal 36 Undang — Undang Jaminan Fidusia menentukan
épabila pemberi fidusia mengalihkan, manggadaikan atau rﬁenyewékan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan olehnya tanpa
persétujuan dari penerima fidusia diahcam pidana paling lama dua tahun
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.

| Ketetuan pidana ini diberlakukan agar penerima fidusia betul
terjamin dan terbayar saat berakhimya utang piutang tersebut. Demikian
juga mempermudah pénagihan apabila pemberi fidusia cidera janji, tanpa
harus memperhatikan dan menilai perkara lainnya termasuk mencari benda

yang menjadi obyek jaminan fidusta.
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2.13. Eksekusi Jaminan Fidusia

Terjadinya eksekusi untuk jaminan fidusia itu diberlakukan jika

~ debitur atau pemberi Fidusia wanprestasi/ cidera janji. Karena itu eksekusi

merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang
dilakukan oleh penerima Jaminan akibat cidera janjinya pemberi jaminan.

Dalam kesempatan eksekusi jaminan fidusia, maka harus dimulai
dengan adanya cidera janji dari pemberi fidusia diikuti dengan eksekusi
terhadp benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan dapat dijalankan
déngan cara — cara sebagai berikut :

a. Pelaksanaan title eksckutorial karena dalam akta sertipikat jaminaﬁ

 fidusia tercantum kata Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha
Esa

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan
pencrima fidusia sendiri melalui pelangan umum.

c. Penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakétan antara
pemberi dan penérima fidusia yang pelaksanaan penjualan dilakukan
setelah Iéwat 1( safu) by]an sejak -diberitahukan secara tertulis oleh
pemberi atau peneﬁma fidusia kepada para Apihak yang berkepentingan
dan diumumkan dalam 2 (dua) harian yang beredar di daerah yang
bersangkutan,

Tata cara pelaksanaan eksekutorial terhadap benda — benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia harus betul — betul mematuhi secara
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lengkap dan sempurna ketentuan yang telah ditentukan, baik dalam Pasal
29 ateu 31 Undang - Undang Jaminan Fidusia. Apabila terjadi
penyimpangan dengan maksud dan tujuan dari eksekusi Jaminan Fidusia
maka eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia maka
eksekusi tersebut batal demi hukum (Pasal 32 UTJ Jaminan Fidusia).

Apabila telah dilaksanakan eksekusi atas obyek fidusia dan
kemudian hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima fidusia
wajib mengembalikan kelebihan sisanya kepada pemberi ﬁdusig.
Sebaliknya jika hasii eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang,
maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar
sedangkan terhadap pemilik obyek fidusia yang kedudukannya hanya
sebagai penjamin, jika barang/ benda dari penjamin telah habis tereksekusi
maka terhadap penjamin tidak dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab
apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang (Pasal 33
UU Jaminan Fidusia). |

Pada umumnya eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan
penjualan di muka umum yang disebut lelang. Lelang atas penjualan
umum tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Lelang yang diatur dalam
Vendu Reglement S. 1908 — 189 dan Vendu Instructie S. 1908 — 190.

Penjualan umum (lelgng) atau auction pada dasarnya dirumuskan
sebagai an auction is a system of selling to the public. Jadi cukup jelas

disini disyaratkan sebagai perbuatan penjualan umum yang sekaligus
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wajib memenuhi rasa keadilan guna tercapai keseimbangan mengenai
harga, nilai dan kepastian kepemilikan dari suatu barang.

Mekanisme diatas kemudian merangsang terjadinya deregulasi di
bidang lelang dengan lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47/KMK.01/1996 tertanggal 25 Januari 1996 tentang Balai Lelang.
Dengan ketentuan tersebut telah melahirkan Balai Lelang yaitu Badan
Usaha yang dapat menjualkan barang milik orang lain dengan prosedur
lelang.'"

Dengan adanya Balai Lelang tersebut maka pelayanan lelang dapat
dipisahkan antara lelang sukarela dengan lelang tak sukarela. Jika lelang
diselenggarakan atas kesepakatan pemohon dan termohon eksekusi maka
hal yang demikian termasuk lelang sekarela dan dapat diselenggarakan
oleh Balai Lelang. Tapi jika tidak ada kesepakatan antara pemohon dan
termohon eksekusi maka lelang harus dilakukan di kantor Lelang Negara.

2.14. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pencoretan dan Sertifikat
Pengganti.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia merupakan penjabaran dan

realisasi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 ayat (4) Undang — Undang

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

11). Niwan Lely, SH. Pengaturan Hukum Tentang Bentuk Bentuk Jaminan
Kebendaan Lainnya. Kertas Kerja Pada Seminar Hukum Jminan, BPHN
Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. 1978




Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi :
“Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
Pasal 13 ayat (4) UU Tahpn 1999 berbunyi :
“’Kele(?{uan lebih lanjut mengenai tata cara pendafiaran Jaminan Fidusia dan
biaya pendafiaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dalam Pasal 1 memuat tentang
perngertian Jaminan Fidusia, kantor Pendaftaran Fidusia dan pejabat
pendaftaran Jaminan Fidusia.
Adapun yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia,
Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun 2000 adalah sebagai berikut :
a. Jaminan Fidusia

Hak jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang

- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
b. Kantor Pendaftaran Fidusia

Kantor vyang menerimé ‘pennohonan' pendaftarén Jaminan Fidusia,

menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia.
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¢. Pejabat Pendaftaran Jaminan F idusia

Pejabal yang ditunjuk untuk mencrima pendaflaran Jaminan Fidusia dan

menyerahkan sertifikat jaminan Fidusia kepada penerima fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 disyaratkan harus
diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui kantor pendaftaranfidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya
dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilengkapi dengan :
a. Salinan akte notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
b. Slurat kuasa atau surat pendelegastan wewenang untuk melakukan

pendaftaran Jaminan Fidusia
c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

Jika permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi dan

diterima oleh pejabat yang bertugas menerima permohonan pendaftaran
jaminan fidusia tersebut maka vejabat tersebut mencatat jaminan fidusia
dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohoqan pendaftaran. Kemudian diterbitkaﬁ sertipikat jaminan fidusia
dengan tanggal yang sama sesuai dengan permohonan pendaftaran jaminan
fidusia dan harus segera diserahkan képada 'pe‘mohon (Pasal 3 dan 4 PP

Nomor 86 tahun 2000).
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Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 86
tahun 2000 disebutkan bahwa pejabat yang menerima permohonan
pendaftaran jaminan fidusia mempunyai kewajiban untuk memeriksa
kelengkapan persyaratan dari pemohon pendaftaran jaminan fidusia, Jika
persyaratan permohonan tidak lengkap, maka. pejabat yang memeriksﬁ
tersebﬁt langsung mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilenglkapi.
Memeriksa berkas disini hanyalah sekedar pengecekan bukan menilai
kebenaran yang tercantum dalarm pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila dalam pencatatan oleh pejabat pendaftaran jaminan
ﬁdus_ia dalam sertipikat jaminan fidusia terjadi kekeliruan, maka pemohon
pendaftaran jaminan fidusia diberi waktu 60 hari dihitung pemohon telah
menerima sertipikat untuk minta diperbaiki oleh pejabat pencatat pendaftaran
Jaminan fidusia (Pasal 5 PP Nomor 86 Tahun 2000).

Perubahan pada sertipikat jaminan ﬁdusia;oleh PP Nomor 86 tahun
2000 memang dimungkinkan dengan maksud uﬁtuk membert kesempatan bagi
pemerima fidusia. Adapun perubahan pada sertipikat jaminan fidusia hanya
meliputi :

a. Obyek jaminan berikut dokumen — dokumehﬁya.
b. Perjanjian pokok yang dijamfnkan
¢. Nilai jaminan
Perubahan diatas harus diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia oleh penerima Fidusia atau kuasanya atau wakilnya kepada Meneri
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Hukum dan Hak Asai Manusia. Kemudian dicatat oleh pejabat pencatat
jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia sesuai dengan tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pencatatan perubahan. (Pasal 6 dan 7
PP Nomor 86 tahun 2000).

Dalam hal jaminan fidusia hapus jika terjadi hapusnya hutang yang
dijamin dengan jaminan fidusia, pelapasan hak atas jaminan fidusia oleh
penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia Jika
salah satu yang disebut menjadi alasan hapusnya jaminan fidusia maka
pencoretan pendaftaran fidusia dapat dilakukan jika permohonan pencoretan
pendaftaran dilakukan dengan permohonan tertulis oleh penerima fidusia.
Kuasa/ wakilnya dan wajib dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
haplisﬁya jaminan fidusia (PasalAS;PP Nomeor 86 tahun 2000).

Untuk mengajukan pencoretan pendaftéran Jaminan fidusia harus
diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi- Manusia melalui pejabat
yang ditunjuk  untuk menerima pendaflaran jaminan fidusia dengan
melampirkan dokumen pendukuhg tentang hapusnya jaminan fidusia berupa
surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelépasan hak atau musnahnya
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut (Pasal 8 PP Nomor 86
tahun 2000).

Jika perinohonan dan dokumen peﬁdukuhg telah disampaikan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pejabat yang
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ditunjuk untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia maka segera pejabat
tersebut mecoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.

Untuk bukti jaminan fidusia tersebut telah dihapus, maka kantor
pendaftaran jaminan mengeluarkan surat dengan tanggal yang sama dengan
tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar, surat keterangan yang
menyatakan jaminan fidusia telaﬁ dicoret dari buku daftar fidusia dan
sertipikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi (Pasal 9 PP No 86 tahun 2000).

Jika sertipikat jaminan Fidusia rusak atau hilang, penerima
fidusia, kuasa atau wakilnya dapat minta sertipikat pengganti kepada Menteri
Kehakiman dan HAM. Permohonan tersebut harus diajukan tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan melampirkan kelengkapan data tentang sertipikat
- Jaminan fidusia yang rusak atau hilang. Bagi yang sertipikat jaminan fidusia
yang rusak harus diserahkan sertipikat jaminan fidusia yang rusak pula.
Sedangkan sertipikat jaminan fidusia yazr'lé hildng harus dilampirkan dengan
surat keterangan hilang dari kepolisian. Surat pengganti vang dikeluarkan
oleh instansi pendaftaran jaminaﬁ fidusia harus difaﬁggali sesual dengan
dengan nomor dan tanggal sertipikat yang rusak atau hilangt (Pasal 10 PP
Nomor 86 tahun 2000).

2.15. Hapusnya Fidusia
I.  Hapusnya perikatan pokok..
Jika perikatan pokok hapus maka dengan sendirinya fidusia juga hapus,

karena hak fidusia bersifat accessoir.




2. -Musnahnya benda fidusia

Fidusia adalah hak kebendaan, sebagai hak kebendaan, ada dan tidaknya
tergantung pada ada dan tidaknya obyek hak, karena hak kebendaan ada
hubungannya antara subyek hukum dan obyek hukum (benda), maka

dengan demikian tiadanya obyek hak (benda) membawa serta hapusnya

hak fidusia.

. Karena pelaksanaan eksekusi

Eksekusi dijalankan apabila debitur tidak mau secara sukarela memenuhi
kewajiBannya. Eksekusi adalah upaya hukum secara paksa terhadap
debitur untuk merealisasi hak kreditur, Yang direalisasi disini adalah hak
kreditur untuk mendapatkan }f)elunasan piutangnya dari benda jaminan
(fidusia). Jika hak kreditur sudah direalisasi maka wajar bila hak kreditur

atas benda jaminan (fidusia) hapus.

. Karena pelepasan benda fidusia oleh kreditur

Dengan adanya pelepasan hak fidusia oleh kreditur secara sukarela maka

hak milik debitur yang semula kosong, penuh kembali,

. Karena penyerahan benda fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga.

Bagi pihak ketiga vang beriktikad baik, kepada ‘siapa  debitur telah
menyerahkan benda yang telah_dikuasainya menurut pasal 1977 KUH
Perdata pihak ketiga akan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian hak

fidusia yang dimiliki kreditur hapus,

6. Percampuran hutang
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BAB 1

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ditujukan
kepada bentuk inventarisasi hukum dan sinkronisasi peraturan baik
bersifat vertikal maupun horisontal.

Inventarisasi hukum adalah berkaitaﬁ dengan semua peraturan
yang berhubungan dengan proses terjadinya penjaminan fidusia terhadap
bangunan diatas tanah hak sewa. Sedangkan sinkronisasi hukum adalah
berkaitan dengan berbagai peraturan baik secara vertikal yaitu peraturan
yang lebih rendah deng.'an yaﬁg lebih tinggi atau antara peraturan yang
berlainan bidangnya '*

Pendekatan empiris dipergunakan dengan dasar pemikiran bahwa
dengan pendekatan normatif saja, tentu tidak dapat melihat realitas yang
terjadi dalam masyarakat yang berkaitan déngan aturan aturan hukum.

Untuk itu diperfukan pendekatan lain untuk melihat suatu fenomena dan

10)Prof . Sumitro Ronny Hanitijo. Mtodologi Penelitian Hukum dan
Yrimetri. Cetakan III, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998,
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institusi riil dalam sistem kehidupan masyarakat. Menurut pandangan ini,
hukum secara konkrit dalam masyarakat dapat Berbeda dari apa yang
tertuang dalam peraturan perundang — undangan.

Melalui pendekatan  ini diharapkan penelitian ini dapat
mengetahui  secara konkrit bagaimana pengaturan penjaminan -fidusia.
Dengan diketahuinya realitas tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya
perbaikan atau penyempurnaan baik penerapan maupun aturan hukumnya

Menurut pandangan ini, hukum secara konkrit dalam
masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan
perundang - undangan.

Melalui pendekatan  ini diharapkan penelitian ‘ini dapat
mengetahui secara konkrit bagaimana pengaturan penjaminan fidusia.
Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif ana;itis yaitu memberikan gambaran
mengenai pératuran yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum

dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan obyek yang menjadi

permasalahan.

Lokasi Penelitian

Penelitian int dilakukan pada serta pada pejabat Bank yang menangani

Jaminan Fidusia, semuanya berlokasi di Kota Semarang.
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Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu mengambil
unsur sample atas dasar tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sample
adalah Notaris dan PPAT yang ada di KotalSemarang, pejabat di kantor
pendaftaran fidusia pada Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa
Tengah yang menangani proses penjaminan fidusia, pejabat Bank BNI
Tbk yang menangani penjaminan fidusia.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan,
Studi Kepustakaan

Dengan studi kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang berupa :

. Bahan hukum primer seperti peraturan dasar, KUH Perdata Undang

Undang, Undang Undang Fidusia.

. Bahan - bahan hukum sekunder vaitu bahan bahan yaﬁg erat hubungannya

dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan hukum primer seperti buku - buku karya pakar hukum,
hasil - hasil seminar dan berbagai kegiatan iliniah lainnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti.

. Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan

kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
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3.7.5tudi Lapangan

3.8.

Dalam studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah
ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara,
séhin gga wawancara yang dilakukan adalah merupakan wawancara yang
telah difokuékan.

Responden yang diwawancarai  harus mempunyai pengalaman
tertentu atau setidak tidaknya pernah menangani atau menghadapi obyek

penelitian. Wawancara iini dilakukan untuk mémperoleh data pendukung

- untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah normatif kualitatif. Normatif
karena penelitian ini bertitik to}ak pada peraturan peraturan perundang
undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedang kualitatif
adalah analisis data yang bertolak pada usaha usaha untuk menggali dari
responden responden tentahg penerapan .ﬁdusia pada bangunan diatas

tanah hak sewa,
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kon-struksi Penjaminan Fidusia Terhadap Bangunan Di Atas Hak Sewa

Dalam praktek perbankan.di Indonesia baik bank pemerintah maupun
bank swasta telah lama melaksanakan penjaminan fidusia atas bangunan diatas
tanah hak sewa. Adapun yang mendasari penjaminan fidusia atas bangunan diatas
tanah hak sewa adalah asas pemisahan horizontal yang dipakai hukum agraria
Indonesia yaitu pemisahan antara tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang
ada diatasnya. Adapun konstruksi penjaminan bangunan diatas tanah hak sewa
adalah sebagai bertkut :

Bangunannya yaitu rumah, .kantor, gudang, garasi dan lain — lain
difidusiakan kepada Bank, disamping itu dalam akte peniyerahannya kreditur pada
saat itu juga menyatakan menyerahkan bangunan kembali kepada debitur untuk
dipinjam pakai. Perjanjian fidusia tersebut dicantumkan dalam akta fidusia.
Namun dalam praktek perjanjian — perjanjian yang baru kalusul — klausul
penyerahan kembali oleh kreditur dengan hak pinjam-pakai itu tidak dicantumkan
lagi bila dalam akta telah dinyatakan vang diserahkan oleh debitur kepada
kreditur hanya penyerahan atas kepercayaan saja.

Praktek lain yang terjadi adalah bangunannya difidusiakan kepada Bank,
disamping akta fidusia, diadakan akta cessie untuk hak sewa atas tanah dimana

bangunan itu didirikan. Dalam akta cessie dinyatakan bahwa si penyewa tanah
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persetujuan pemilik tanah mengalihkan dan melanjutkan hak sewa tanah tersebut
dari deﬁitur kepada Bank dan menyetujui jugal melanjutkan hak sewa tanah
tersebut kepada orang lain. Hal ini penting apabila terpaksa pihak Bank harus
mensita dan mel.elang bangunannya atau menjual untuk pelunasan hutang debitur,
maka hak sewa tanah dimana banéuhan itu terletak ikut beralih. Jika cessie itu
tidak disetujui oleh pemilik tanah fidusia atas bangunan itu dapat juga tetap
diadakan hanya saja nilai bangunan untuk jaminan hanya dinilai menurut nilai
bongkarnya saja. |

Praktek lain lagi yaitu disamping a‘kta fidusia, bank mengadakan perjanjian
dengaﬁ pemilik tanah yang menyatakan menyetujui bila bank mengoper hak
sewa atas tanah selama Bank mempunyai hak milik atas kepercayaan terhadap
bangunan atas tangh. Disamping itu juga menyetujui  untuk meneruskan
perjanjian sewa kepada s1 pembeli .jika Bank terpaksa harus menjual bangunan
tersebut.

Fidusia yang diserahkan dengan constitutum 'posses_orium itu lahir sejak
dibuatnya akta penyerahan, Hal ini sejalan dengan sistem hukum agraria
Indonesia yang menentukan bahwa setiap .perbuatan hukum yang menciptakan
hubungan hukum denganr tanah yang harus didaftar yaitli pemindahan hak,
pemberian hak dan pembebanan hak harus dibuat dengan akta PPAT, maka saat
timﬁulnya atau beralihnya hak atas tanah ialah pada saat dibuatnya perjanjian

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak lagi seperti dulu timbulnya




46

beralihnya hak atas tanah pada saat pendaftaran hak tersebut pada Kepala

Kantor Pendaftaran Tanah.
4.2. Syarat — Syarat Pengikatan Jaminan Fidusia

Apabila  pihak debitur (pemohon kredit) datang ke pihak kreditur (pihak
Bank) untuk mengajukan pennohoﬁan kredit dengan jaminan fidusia maka pihak
kreditur akan mengajukan syarat — syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu :

a). Warga Negara Indonesia yang berumur minimum 21 tahun, pada saat kredit

lunas berumur maksimum :
- 55 tahun untuk pegawai
- 60 tahun untuk vvirasv;rasta/ professional (doktéf, notaris dll)
b. Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak :
- Pegawati tetap dengan masa kerja minimum 2 tahun.
- Wiraswasta/ professional .yan g memilik-ir penghasilan yang dapat
diverifikasi. |
c. Fotocopy surat nikah.
d. Rekening Koran/ tabungan tiga (3) bulan terakhir.
e. Slip asli gaji terakhit/ keterangan penghasilan
f Sufat keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir dari perusahaan/ copy
SK pengangkatan pegawai.
g. NPWP bagi wiraswasta/ profesi
h. SPT Pajak I ( sétu tahun tefakhir) bagi wiraswasta/ profesi

i. Neraca laba rugi/ informasi keuangan terakhir bagi wiraswasta dan profesi
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h, SPT Pajak I ( satu tahun terakhir) bagi wiraswasta/ profesi

i. Neraca laba rugi/ informasi keuangan terakhir bagt wiraswasta dan profesi

j. Akta perusahaan, TDP dan SIUP bagi wiraswasta

k. Tjin praktek profesi bagi profesi

1. Dokumen kepemilikan agunan atas nama pemohon SHM/ SHGB/ IMB dan
PBB.

m. Fotocopy pemohon, kalau atas nama istri atau sebaliknya maka fotocopy
tersebut adalah pihak istri dan suami.')

Setelah syarat - syarat tersebut diserahkan, kemudian diteliti
kelengkapannya oleh petugas yang menangani kredit. Maka paling lama 1 minggu
kemudian ada pemberitahuan untuk mensurvey barang yang diagunkan, yang
dilanjutkan survey kedua yaitu tempat kerja pemohon/ domisili usaha pemohon.
Adapun tujuan survey adalah :

1. Untuk meneliti dan memastikan bahwa barang yang diagunkan adalah benar
— benar milik debitur serta aman untuk dijadikan jaminan/ agunan.

2. Untuk meneliti dan memastikan bahwa debitur masih punya penghasilan
yang tetap/ tidak dalam keadaaan pailit bagi wiraswasta atau sudah pensiun/

keluar dari pekerjaan Eagi pegawai negeri atau swasta.

14) Hasil wawancara dengan Sub unit Perkreditan Bank BNI Cabang Semarang
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3. Untuk memastikan bahwa barang yang menjadi agunan hutang mempunyai
nilai ekonomis yang setara dengan nominal pinjaman hutang debitur. Dalam
hal mi surveyor harus ahli menaksir harga yang menjadi jaminan/ agunan
kredit Selain 1tu untuk mencegah pthak  debitur  wanprestasi atau
menggunakanbarang jaminan untuk kepentingan lain maka

Bank BNI mempunyai kebijakan — kebijakan sebagai berikut :'>
a. Dokumen — dokumen yang memberikan petunjuk tetang barang yang

dijaminkan harus disimpan di Bank BNL

b. Akta perjanjian barang tak bergerak harus dengan akta notariil

c. Akta perjanjian barang bergerak tidak harus dengan akta nitariil.

d. Apabila akta fidusia dengan barang — barang selesai dibuat maka pihak
Bank akan mengadakan pengawasan minimal satu bulan sekali atas
barang barang yang dijaminkan secara berkala, sejak kredit tersebut
dicairkan.

4.3. Proses Terjadinya Fidusia
Penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan dapat terjadi dengan

proses sebagai bertkut :

15). Hasil wawancara dengan Bapak Mamiek Sutiyono Kepala Bagian Unit
Kredit pada PT. Bank BNI Tbk Cabang MT. Haryono
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2. Perjanjian kebendaan

Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia dilakukan penyerahan

secara constitutum possessorium, dengan benda tetap dikuasai pemberi

fidusia.
. Perjanjian pinjam pakai

Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia diadakan perjanjian, bahwa
pemilik fidusia meminjam pakaikan hak miliknya' yang berada dalam
kekuasaan pemberi fidusia dipinjam pakaikan kepada pemberi fidusia. Dalam
hal ini pemberi fidusia bertindak selaku pembegang kuasa dari dan oleh sebab
itu ia menguasai dan menyiinpan benda fidusia yang telah diserahkan
kepadanya untuk dan atas nama pemilik fidusia.

Fase kedua ini mengandung sifat penyerahan yang abstrak, sebab
kenyataannya benda fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.

Penyerahan ini ditentukan sebagai cara yang sah untuk lahimya hak
jaminan kebendaan baru, walaupun penyefahannya tidak merupakan
penyerahan nyata (inbezitstelling). Yang. dikenal untuk benda bergerak.
Penerahan secara fidusia ini dinamakan constitutum possessorium yaitu
penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang
diserahkan tetap dalam kekuasaan nyata debitur. Cara penyerahan yang tidak
memperlihatkan sifat pengumuman ini, meragukan masyarakat terhadap sifat

kebendaaan lembaga fidusia. Untuk menghindari keraguan masyarakat dalam
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praktek yang dilakukan BNI, penyerahan hak miﬁk secara fidusia sebagai

jaminan dituangkah dalam serangkaian perjanjian :

a. | Perjanjian penyerahan.

b.  Daftar barang yang diserahkan

c.  Penerimaan oleh Bank

d.  Surat kuasa jual
4.4. Akta Perjanjian Fidusia

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 tentang Jaminan

Fidusia disebutkan :

“Pembebanan benda dengan Jaininon Fidusia dibua? dengan akta notaries dalam

bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

Juga dalam penjelasan Pasal 5 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia disyaratkan bahwa akta jaminan ﬁdusialse'lain mencantumkan
hari dan tanggal juga harus dicantumkan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan kepastian tentang terjadinya pemberian jaminan fidusia tersebut.

Selain memuat hari, tanggal dan waktu jam, akta jaminan fidusia juga
memuat :

a. Identitas yang meliputi nama [engkap, agama, tg:rnpatinggal atau tempat
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,‘— stétus perkawinan dan
pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok dalam arti macam perjanjian dan hutang yang dijamin

fidusia.
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¢. Uralan mengenai barang atau benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
terutama mengidentifikasi benda atau barang yang dijadikan jaminan fidusia

dengan penjelasan — penjelasan tentang surat — surat bukti kepemilikannya.

d. Nilai jaminan

@

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selain persyaratan ~ persyaratan diatas, perlu juga ditegaskan tentang
hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia karena utang yang
pelunasannya dijamin dengan fidusia , menurut Pasal 7 Undang — Undang
Jaminan Fidusia dapat berupa :

a. Utang yang telah ada
b. Utang yangakan timbul dikkemudian _hari yang telah diperjanjikan dalam

Jumlah tertentﬁ. .
¢. Utang yang pada éaat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan

perjanjian pokok yang meﬁimbu]kan kewajiban memenuhi prestasi.

4.5. Saat Terjadinya Fidusia |

| Fidusia vang diserahkan dengan_constitutﬁm possessorium itu lahir sejak
dibuatnya akta penyeréhan. Hal ini sejalan dengan sistem hukum agrarian kita
yang menentukan bahwa setiap perbuatan hukum yang menciptakan hubungan
hukum dengan tanah yang harus didaftar, pemindahan hak, pemberian hak.dan
pembebanan harus dibuat dengan dengan akta PPAT, maka saat timbulnya atau

beralihnya hak atas tanah itu iakah pada saat dibuatnya perjanjian dihadapan
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Pejabat Pembuat Akté Tanah tidak lagi seperti dulu yang beralihnya hak atas
tanah pada saat pendaftaran hak tersebut pada kepala kantor pendéftaran tanah,
4.6. Kedudukan Para Pihak
Dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili
perkara  perkara kasasi antara Bank Negara Indonesia 1946 melawan Fa.
Megaria secara tepat Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, ... ... Maka sekarang ini karena jelas penggugat asal, sebagai
debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tergugat asal dapat

menggunakan ketentuan dalam ayal (9) Pasal VII PMK yang bersangkutan

dan seperti halnya dalam gadai ia dapar melakukan penjualan — penjualan

wmum atas barang  yang diikat‘ dengan fiduciaire eigendoms overdracht

tersebul untuk kemudian memperhitungkan hasilnya dengan sisa  wtang
penggugal asal.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Aguﬁg menunjuk pada soal gadai,
lebih jelas lagi dalam Pasal 1155 dan 1156 mengen‘ai pelaksanaan hak kreditur
atas barang jaminan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Dengan
demikian secara analog ketentuan — ketentuan téﬁtang gadai dapat dipergunakan
untuk fidusia.

‘Adapun kedudukan kreditur selama debitur belum lalai memenuhi
kewajibannya adalah sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang
dijaminkan berupa hak milik maka kreditur dapat melagkukan beberapa tindakan

yang dipunyai pemilik seperti pengawasan atas jaminan. Hal demikian itu

T T I T e
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memang diperiukan karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak
menguasal sendiri barang jaminan, melainkan debitur yang menguasai barang
jaminan. Dengan demikian kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas
barang jaminan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan pada
debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas
barang jaminan.

Mahkamah Agung dalam kepusan diatas, mempunyai pertimbangan yang
sama yaitu penyerahan hak milik kepada kreditur pada fiduciaire eigendom
overdracht bukanlah penyerahan hak milik dala‘m‘arti sesungguhnya seperti
dalam jual beli, karena kreditur tidak akan menjadi pemilik yang penuh, ia
hanyalah seorang bezitloos eigenaar atas barang — barang jaminan, dan karenanya
sesuai  dengan maksud dan fujuan perjanjian tentang jaminan itu sendiri,
kewenangan kreditur hanya setara dengan dengan kewenangan yang dimiliki oleh
seorang yang berhak atas barang — bérang jaminan.

Jadi jelaslah bahwa kedu_duican kreditur penerima fidusia itu . adalah
sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang
dipunyainya adalah kewenangan yahg masih berhubungan dengan jaminan itu
sendiri, karena itu dikatakan pula kewenanga;mya adalah sebagai pemilik
terbatas.

Dalam kedudukannya sebagai penerima fidusia, kreditur. tidak dapat
menjual atau mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan kepada pihak

ketiga, sebelum debitur lalai memenuhi kewajibannya. Kalau kreditur tetap
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menjual juga barang jaminan tersebut. Dalam kasus ini pembeli tidak dapat
digolongkan sebagai pembeli yang bertktikad baik, karena kalau beriktikad baik
seharusnya 1a bertanya dulu kepada penjual (kreditur) mengapa barang ~ barang
yang diyjual tidak dalam penguasaannya, melainkan dikuasai orang lain. Pembeli
seharusnya mencurigai hal itu dan ka;]au hal itu tidak dilakukan maka ia bukan
pembeli yang beriktikad baik., sehingga debitur dapat menuntut pembatalan jual
beli tersebut. | |

Kreditur sebelum debitur lalai memenuhi 'kewajibannya, hanya dapat
menjua barang yang dijaminkan secara fidusia bilamana debitur memberikan
kuasa untuk itu kepada kreditur. Dengan bertindak sebagai kuasa dari debitur
maka tindakannya itu dilakukan untuk dan atas nama debitur sehingga
sébenamya debiturlah yang terika.t pada jual beli yang dilakukan oleh kreditur
sebagai kuasanya itu.
4.7. Fidusia Untuk Bangunan Di Atas Tanah Haak‘Sewa

Me_nurut Budi Harsone, SH, dikatakan bahwa Hak Pakai Atas Tanah tidak
termasuk hak tanah yang dapat dijadikan jaminén hutang dengan dibebam
dengan hipotik atau creditverband, sekalipun hak pakai tersebut sudah terdaftar
serta sudah ada sertipikatnya.. Oleh sebab itu sebagai gantinya tanah Hak Sewa
tersebut dapat dipakai sebagai jaminan hutang dengan jalan fidusia, yang harus
dibuat dengan akta PPAT pada sertipikat haknya.
Dengan dicatatnya penyerahan hak milik atas kepercayaan itu dalam sertipikat

hak pakainya maka pihak ketiga/ umum akan dapat mengetahui adanya

B —_—— e —— = = e - - ... —_ ,,,,--..I —_— |__.
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pembebanan tersebut. Hak pakai atas tanah tidak dapat dibebani Hipotik atau
Creditverband telah ditegaskah dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26
Maret 1973 Nomor : DLB. 3/37/3/1973,'"

Berdasarkan Arrest Hooggerecthof tahun 1932 (Arrest BPM- Clinett)
lahirlah yurisprudensi pertama di Indonesia mengenal Lembaga Fidusia. Arrest
BPM Clynett ini menurut Prof . Soebekti, SH dalam ceramahnya di Yogyakarta
dittadapan para peserta Post Graduate Study Dosen — Dosen Hukum Perdata/
Dagang se Indonesia, dianggap merupakan salah safu contoh hukum penemuan
hakim yang mempunyai peranén penting dalam pembinaan hukum di Indonesia.

Arrest HGH tanggal 16 Pebruari 1933 merhetapkan bahwa hak grant
yaitu hak atas tanah yang dulu dianugerahkan oleh Sultan di Sumatera Timur
dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan lembaga fidusia yang kemudian
dicatat dalam register. |

Dari kedua arrest tadi dapat disimpulkan bahwa Yurisprudensi Indonesia
telah memungkinkan dan mengakui bahwa fidusia dapat diletakkan atas benda —
benda bergerak maupun benda — benda tetap, termasuk hak — hak atas tanah dan
bangunan diatas tanah hak sewa, hak pakai atas tanah, hak pengelolaan dimana

hak — hak tersebut tidak dapat menjadi obyek hipotik maupun hak tanggungan.

12). Budi Harsono, SH. Undang — Undang Pokok Agraria Bagian Pertama jilid
kedua halaman 291.
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dihadapan para peserta Post Graduate Study Dosen — Dosen Hukum Perdata/
Dagang‘ se Indonesia, dianggap merupakan salah satu contoh hukum penemuan
hakim yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan hukum di Indonesia.

Arrest HGH tanggal .16 Pebruari 1933 mernetapkan bahwa hak grant
yaitu hak atas tanah yang dulu dianugerahkan oleh Sultan di Sumatera Timur
dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan lembaga fidusia yang kemudian
dicatat dalam register.

Dari kedua arrest tadi dapaf disimpulkan balhwa Yurisprudensi Indonesia
telah memungkinkan dan mengakui bahwa fidusia dapat diletakkan atas benda —
benda bergerak | maupun benda — benda tetap, tennasuk hak — hak atas tanah dan
bangunan diatas tanah hak sewa, hak pakai atas tanah, hak pengelolaan dimana
hak — hak tersebut tidak dapat menjadi obyek hipotik maupun hak tanggungan.

Dari segi kebutuhan masyarakat, adalah janggal apabila rumah, gédung,
pabrik, gedung perusahaan yang cukup mempunyai nilai jaminan tidak dapat
menjadi obyek jaminan hanya karena gedung — gedung tersebut berdini diatas
tanah ‘Hak sewa, Hak Hakai dan Hak Pengelolaan. Terlebih lagi menurut
Peraturan Menteri Agraria Nomor I Tahun 1966, tanah Hak Pakai dan tanah ak
Pengelolaan harus didaftar, demikian juga peralihannya harus terdaftara menurut
ketentuan PP No 10 tahun 1961, maka cukup beralasan untuk dipikirkan bahwa
gedung — gedung, pabrik — pabrik yang berdiri diatas hak tersebut di atas dapat
dipakai sebagai jaminan, karena melalui hipotik tidak mungkin dilakukan, maka

penjaminannya melalui fidusia.
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Untuk menjaga kepastian hukum, maka fidusia ini harus dicatat pada
sertipikat haknya di kantor pendaftaran tanah, sehingga semua orang akan dapat
mengetahui  adanya pembebanan yang melekat pada hak tersebut. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kedua Arrest HGH tersebut diatas merupakan
produk hukum penemuan hakim yang patut dihargai dan mampu memenuhi
kébutuhan masyarakat yang memerlukan fasilitas kredit dengan jaminan hak atas
tanah dan bangunan yang tidak bisa diﬁipotikkan. | |

Namun dalam perkembangannya kemudian yurisprudensi di Indonesia,
berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 yang
dimuat dalam yurisprudensi Indonesia penerbitaﬂ II tahun 1972 mengenai perkara
antara Lo Ding Siang melawan Bank Indonesia, ménetapkan bahwa perjanjian
penyerahan hak sebagai jaminan (fidusia) itu hanya sah sepanjang mengenai
benda — benda bergerak. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah penyerahan
hak sebagai jaminan atas gedung, kantor PT Bank Pengayoman di jalan Kepodang
No 29/ 31 Semarang beserta inventarisnya.

Kalau diteliti keputusan Mahkamah Agung tersebut tidak jelas, apa yang
menjadi pertimbangan Mahkamah Agung yang menganggap tidak sah perjanjian
penyerahan hak sebagai jaminan atas gedung kantor tersebut di atas beserta
inventarisnya. Juga tidak jelas gedung kantor PT Bank Pengayoman berdiri diatas
hak apa. Apakah berdiri. di atas hak milik , hak guna banguﬁéin, hak guna usaha.
Kalau itu yang dimaksud maka bepnar kalau perjanjian fidusia dianggap tidak

sah. Kalau gedung PT Bank Pengayoman berdiri di atas hak sewa atau pakai
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maka keputusan Mahkamah Agung, tersebut tidak tepat karena menurut hukum
gedung — gedung atav bangunan — bangunan yang berdiri diatas tanah hak sewa
atau pakai seharusnya dapat dipakai sebagai jaminan fidusia.

Berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut hukum agraria
Indonesia yang memungkinkan dipindahkannya bangunan — bangunan atau
tanaman — tanaman yang tertancap diatas tanah secarﬁ terpisah dengan tanahnya,
dengan kata lain seseorang bisa menjual atau menjaminkﬁﬁ rumahnya secara
terpisah dengan tanahnya.

Dari penelitian yang dilakukan di BNI, Bénk Mandiri, BRI  di Kota
Semarang ternyata jumlah jaminan | yang berupa fidusia terjadi paling banyak
dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti hak tanggungan, hipotik. Dari data
yang ada pada Bank — Bank diatas ternya penjafninan fidusia tersebut selain
diadakan atas benda — benda bergerak juga diadakan atas rumah di atas tanah hak
sewa, hak pakai. Oleh karena itu. demi kepastian hukum maka dibentuklah
Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan
dibentuknya Undang — Undang Jaminan Fidusia ini kentingan kreciitur
terlindungi. Dan menurut data di Pengadilan Negeri Semarang, ternyata kasus
debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia ini jarang  sekali. Hal ini
menunjukkan bahwa penjaminan secara fidusia cukup aman bagi kreditur
walaupun secara fisik barang jaminan fidusia tetap bér“ada ditangan pemberi

fidusia.
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4.8. Permasalahan — Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fidusia di BNI

Cabang Semarang
Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagaimana tindakan
kreditur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Apakah Boleh kreditur

memiliki benda yang diserahkan sebagai jaminan. Seperti halnya dalam hipotik,

- maka kreditur tidak boleh memiliki benda yang secara fidusia diserahkan sebagai

jaminan dan akan bertentangan dengan Pasal 1178 dan 1154 KUH Perdata
Adanya janji yang demikian adalah batal. Jadi apab‘ila debitur wanprestasi maka
kreditur harus rﬁenjual benda jaminan di. muka umum kemudian
memoerhitungkan ptutangnya. Namun dalam praktek berdasarkan data penelitian
di BN1, Bank Mandiri, BRI dan Pengadilan Negeri lSemarang, sanga‘t jarang
diketemukan kasus debitur wanprestasi, hal ini disebabkan kebijakan Bank ~ Bank

di atas yang benar — benar selektif dalam menilai dah memilih debitur yang

mengajukan kredit dengan jaminan fidusia.

Dalam hal terjadi kepailitan debitur, apakah kreditur. mempunyai
kedudukan seperti pihak yang berhak atas benda jaminan seperti halnya
pemegang gadai sehingga berdasarkan peraturan kepailitan q{apat mentaksa untuk
menjual benda itu dan tidak akan jatuh dalam boedel kepailitan. HR dalam
arréstnya tanggal 3 Januari 1941 mengakui kedudukan kreditur seperti halnya

pemegang gadai. Hal ini berarti pemindahan Hak = Milik tidak hanya berlaku
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terbatas pada pihak — pthak yang bersangkutan melainkan berlaku juga pada para

pihak ketiga apabila kreditur dalam kepailitan.

Dengan dibayarnya hutang dari debitur benda yang miliknya diserahkan
sebagai jaminan, ofomatis kembali pada debitur, jugal karena perjanjian
pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan bersifat assessoir, maka seperti
halnya gadai maka benda jaminan otomatis kembali kepada debitur, tidak perlu
dengan konstruksi syarat batal. |

Apakah benda — benda bergerak yang masih ada dapat diserahkan hak
miliknya sebagai jaminan secara constitutum possessorium tanpa memerlukan
tindakan penyerahan lagi setelah diperolehnya benda ~ benda tersebut oleh si
berhutang, Mengenai hal ini Arrset HR tanggal 22 Mei 1953 menyebutkan bahwa
dalam keadaan demikian itu si debitur terikat dengan adanya perjanjian bahwa
debitur setelah memperoleh benda — benda tersebut untuk kreditur hg.rus
dinyatakan tegas péda kreditur.

4.10. Perkembangan Fidusia Dalam Praktek

Dalam praktek perbankan di Indonesia lembaga fidusia ini banyak sekali
dipergunakan sebagai jaminan dalan perjanjian peminjaman disamping Hak
Tanggungan dan Hipotik. Bahkan karena yang dijamin.&kan kebanyakan benda —
benda bergerak dan biasanya untuk jaminan bagi kredit — kredit yang nilainya
kecil, maka jumlah pengikatan kredit dengan jamina ﬁdusia paling banyak terjadi

dibandingkan dengan jaminan dengan menggunakan hipotik atau hak tanggungan.
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Tentang obyek fidusia yang semula tertuju pada benda bergerak sebagai
jaminan, misal mesin ~ mesin kendaraan bermotor surat — surat piutang, saham —
saham dan lain ~ lain. Perkembanganr;ya dalam praktek juga termasuk bangunan
- bangunan seperti rumabh, vila, garasi, toko, gL\ldang‘ di atas tanah hak sewa atau
hak pakai dapat difidusiakan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Agréria Nomor 1 tahun 1966
ditentukan bahwa selain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
sekarang ditambah dengan hak pakai dan hak .pengelolaan harus didaftar,
demikian pula setiap peraliban haknya harus didaftar menurut ketentuan PP
Nomor 10 tahun 1961.

Dari pendapat pendapat para pengarang, ketentuan - ketentuan yang ada dapat
disimpﬁlan bahwa fidusia selain dapat diadakan atas benda — benda bergerak
Juga dapat diadakan atas benda — benda tetap atas tanah dengan hak pakai dan
hak pengelolaan, dengan syarat fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris
kemudian didaftarkan pada kantor_ pendafiaran fidusia.

4.11. Perlidungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Menerima Penjaminan
Fidusia Terhadap Bangunan Di Atas Hak Sewa

Secara pidana, hak kreditur sudah dilindungi oleh Undang — Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan tersebut tercantum dalam
Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut . "
Pemberi Iidusiu yang frzenga[j/zkaiz, menggaduaikan atau menyewakan benda yang

menjudi obyek Jaminan Vidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23
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ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

banyak Rp. 50.000.000,~ (Tima puluh juta rupiakh).

Namun secara perdata hak kreditur tidak terlindungi karena tidak terjadi

penyerahan secara nyata (constitutum possessorium), karena pada kenyataannya

barang jaminan tersebut tetap dalam kekuasaan sidebitur/ pemberi fidusia, Maka

untuk mencegah debitur melarikan barang jaminan apabila wanprestasi, maka

pthak kreditur yaitu Bank BNI Cabang MT. Haryono membuat kebijakan ~

kabijakan sebagai berikut :

I

Dokumen- dokumen yang penting yang memberi petunjuk tentang barang —
bafang yang dijaminkan harus disimpan di Bank BNI Cabang MT. Haryono.
Akta perjanjian untuk barang — barang bergerak sebagai jaminan tidak harus
notariil namun untuk barang —barang tetap yang dijadikan jaminan harus
dengan akta notariil,

Barang — barang jaminan yang diperjanjikan harus jelas rincian jumlah,
jenis dan kualitasnya.

Pihak bank akan melakukan pengawaéan atas ba;ang — barang yang
dijaminkan secara berkala minimal 1 (satﬁ) bulan sekali sejak kredit
tersebut dicairkan.

Pihak bank menganalisis calon debitur yang dikenal dengan the five ¢’s
analysis, yaitu : |

a. Character
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Yang dimaksud dengan character disini ialah kepribadian, moral
dan kejujuran  pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi
kewajibannya dengah baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang
akan diadakan.

Dalam praktek perbankan hal ini menyangkut sampai kebenaran
dari keterangan — keterangan yang diberikan pemohon tentang data —
‘data perusahaannya yang diminta bank.

Dalam rangka ini pihak bank juga menyelidiki asal usul kehidupaﬁ
pribadi, apakah pemohon seseorang yang roval, kéadae;an masa lalunya,

‘apakah pernah terlibat dalam black list dan sebagainya. Iformasi dan
referensi antar bank juga diperlukan
. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity ialah kemapuan mengendalikan,
memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat
perspektif masa depan seh’inagga usaha pemohon berjalan dengan baik
dan memberi untung.
Capital

Pemohon kredit disyaratkan wajib'_\r\nemiliki modal sendiri,
Adapun kredit bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri
dari pemohon, menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang
untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapatkan bantuan dari

pihak bank.
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b. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity ialah kemapuan mengendalikan,
memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat
perspektif masa depan sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik
dan memberi untung.

Capital

Pemohon kredit disyaratkan wajib memiliki modal sendiri.
Adapun kredit bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri
dari pemohon, menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang
untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapatkan bantuan dari
pihak bank.'”

Adapun data — data modal dapat dilihat dari neraca pemohon

kredit.

. Collateral

Jaminan disini adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan,
guna kepastian pelunasan di kemudian hari kala penerima kredit tidak
bisa melunasi hutangnya.

Jaminan itu juga berupa orang yang menyediakan dirinya untuk

menjamin pembayaran dari penerima kredit.

17) Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Perjanjian Kredit Bank.
Alumni. Bandung. 1989
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Faktor jaminan ini adalah security factor atas kredit yang
diberikan. Jumlah taxasi nilai — nilai jaminan lazimnya harus lebih tinggi
dari jumlah kredit yang diberikan. Ke dalam, jumlah pinjaman
diperhitungkan juga dengan bunga dan biaya — biaya yang timbul dari
kredit itu."®
Condition of economy

Yang dimaksud dengan situasi ekonomi adalah ekonomi pada
waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank
kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan
pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan dengan
menggunakan kredit tersebut. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah,

inflasi juga menjadi pertimbangan. n

18) Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Perjanjian Kredit Bank.
Alumni. Bandung. 1989
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Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH, the five ¢’s
analysis mengandung 3 (tiga) faktor pokok, yaitu : 19
1.  Faktor subyektif
2.  Faktor obyektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi,
modal dan keadaaan ekonomi
3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari Badan
Usaha perima kredit.
Untuk menilai apakah pemohon memenuhi syarat — syarat di atas maka
bank menyediakan formulir yang memuat data — data yang wajib diisi
oleh pemohon kredit khususnya untuk KIK (Kredit Investasi Kecil) ada
disediakan sebuah formulir daftar isian. Pada umumnya data — data yang
wajib diisi oleh pemohon kredit itu adalah sebagai berikut :
1. Keterangan Mengenai pemohon kredit
a. Nama pemohon/ perusahaan
b. Alamat

¢. Bentuk hukum perusahaan

19)Prof, Dr, MariamDarus Badrulzaman SH, Perjanjian Kredit Bank.
Alumni, Bandung, 1979.
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5. Keterangan lain — {ain

a. Apakah ada hubungan sebelumnya dengan bank dan dalam
hubungan apa
b. Apakah sudah ada hubungan dengan bank — bank lain pada
waktu yang sudah dan atau sekarang dan hubungan apa
c¢. Sudahkan dipenuhinya kewajiban fiscal
d. Apakah ada hubungan dengan perusahaan lain dan hubungan
apa
e. Referensi
f. Jabatan pemohon/ direksi/ komisaris/ kualsa direksi pada
perusahaan lain, |
6. Keterangan mengenai perusahaan
a. Modal : sendiri atau pinjaman
b. Kekayaan perusahaan
- Nilai aktiva tetap
- Nilai barang - barang bergerak
- Taksiran nilai barang produksi
- Taksiran nilai:\l;;féng _ barang d;ééngan
- Tagihan —tagihan
c. Neraca pembukuan pada tahun yang berjalan
d. Realisasi rata —rata produksi/ pemasaran perbulan selama ‘Figé

bulan terakhir.
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e. Perkiraan laba rata — rata produksi/ pemasaran perbulan terdiri
dari hasil penjualan dan biaya B
f Rencana penggunaan kredit yang‘ diminta, penghasilan yang
diharapkan, rencana pelunasan kredit/ sumber pelunasan kredit.
Dari cara bank meneliti kemampuan penerima kredit uhtuk
dipercaya, memperoleh fasilitas kredit, menunjukkan sarin;gan
yang sangat ketat. Hal ini terbawa oleh fungsi kredit yang
berorientasi pada pembangunan. Syarat — syarat yang harus dilalui
penerima kredit ini membedakan penerima kredit dari meminjam

menurut KUH Perdata.

Dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia maka penerima fidusia memiliki
dan masuk dalam kelompok yang didahulukan (preferen). Dengan demikian
lembaga fidusia ini telah memberikan kepastian hukum yang dapat dinikmati
oleh - para pihak yang berkepentingan selain itu pendaftaran jaminan fidusia
memberikan kepastian akan hak yang didahulukan kepada kreditur yang
mempergunakan lembaga fidusia tersebut.

Menurut Subekti , perkataan fidusia ini berarti “secara kepercayaan”.
Ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh

salah satu .
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e. Perkiraan laba rata — rata produksi/ pemasaran perbulan terdiri
dari hasil penjualan dan biaya
f. Rencana penggunaan kredit yang diminta, penghasilan yang
diharapkan, rencana pelunasan kredit/ sumber pelunasan kredit.
Dari cara bank meneliti kemampuan penerima kredit untuk dipercaya,
memperoleh fasilitas kredit, menunjukkan saringan yang sangat ketat. Hal ini
terbawa oleh fungsi kredit yang berorientasi pada pembangunan. Syarat —
syarat yang harus dilalui penerima kredit ini membedakan penerima kredit
dari meminjam menurut KUH Perdata.

Dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia maka penerima fidusia memiliki
dan masuk dalam kelompok yang didahulukan (preferen). Dengan demikian
lembaga fidusia ini telah memberikan kepastian hukum yang dapat dinikmati
oleh para pihaklyang berkepentingan selain itu pendaftaran jaminan fidusia
memberikan kepastian akan hak vang didahulukan kepada kreditur yang
mempergunakan lembaga fidusia tersebut.

Menurut Subekti , perkataan fidusia ini berarti “secara kepercayaan’.
Ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh
salah satu .

Pihak kepada pihak lain, apa yang keluar ditampakkan sebagai
pemindahan milik sebenarnya merupakan suatu jaminan untuk suatu hutang.

Pihak kepada pihak lain, apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan
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milik Sebenarnya merupakan suatu jaminan untuk suatu hutang*”

Menurut Asser Van Oven istilah fidusia disebut dengan
zekerheidseigendom vyang berarti hak milik sebagai jaminan. Sedang
A Veenhoven menamakan eigendomsoverdracht tot Zekerheid yang berarti
penyerahan hak milik sebagai jaminan.

Pada jaman Romawi dikenal dua bentuk fidusia yaitu fiducia cum
creditore dan fiducia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang
disebut dengan pactum fiducia yang kemudian diikuti dengan penyerahan
hak atau in iure cessie.

Pada bentuk yang pertama seorang debitur menyerahkan svatu barang
dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban
mengembalikan pemilikan barang atas itu kepada debitur apabila debitur telah
memenuhi kewajibannya kepada debitur. Sedang fiducia cum amico terjadi
bilamana sesorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak pemberi atau
dengan kata lain penerima menjalankan kewenangannya untuk kepentingan
pihak pemberi.

Timbulnya  fuducia cum creditore  disecbabkan oleh kebutuhan
masyarakat akan hokum jaminan. Masyarakat merasakan adanya kebutuhan
itu akan tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan,

sehingga dalam praktek mempergunakan konstruksi hukum yang ada yaitu

20). Prof. R. Subekti, SH, Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut
Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1982, hal 76
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Untuk pelunasan piutangnya kreditur fidusia mempunyai hak untuk
didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya. Dalam hal terjadi kepailitan
pada debitur, kreditur fidusia bertindak sebagai kreditur separatis yang mana
baginya seolah olah tidak ada kepailitan. Ia berhak menjual benda fidusia
untuk pelunasan hutangnya.

Sebagai konsekwensi dari penyerahan hak milik secara fidusia yang oleh
Yurisprudensi  diakui sebagai hukum jaminan kebendaaan yang béru
disamping  gadai dan hipotik maka pemilik fidusia mempunyai hak
melakukan parate eksekusi, iaberhak menagih piutangnya dari hasil penjualan
benda fidusia tanpa eksekutorial title atau ia ‘dapat menjual benda fidusia
tanpa memerlukan perantara hakim.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pemilik fidusia tidak
boleh melakukan perjanjian untuk mengaku benda fidusia, hal demikian
sesuai dengan aturan gadai.

Karena timbuilnya fiducia disebabkan adanya ketentuan inbezitstelling
dari gadai, maka obyek fidusia adalah benda banda yang dapat menjadi
obyek‘gadai . yaitu benda banda bergerak baik bertubuh maupun tak bertubuh.
Pada mulanya yang dapat difidusiakan adalah barang bergerak Bertubuh -
anatara lain barang barang inventaris,lperniagaan, kendaraan bermotor, alat
aiat pertanian dan lain lain. Barang bafang yangakan dikemudian hari dapat
juga menjadi obyek fiducia, yaitu barang barang yang pada saat terjadinyé

perjanjian fidusia masih belum ada tapi akan diperoleh kemudian™




72

Menurut Pitlo, fidusia juga dapat dilaksanakan terhadap benda tak
bergerak meskipun dalam praktek jarang te;rjadi. Demikian juga Veenhoven
mengemukakan bahwa pada asasnya semua benda baik benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang secara yuridis dapat diserahkan hak
miliknya juga dapat diserahkan hak miliknya afas kepercyaan sebagai
jaminan fapi menurut beliau hendaknya obyek ﬁdusi.a hanya terbatas pada
benda bergerak saja. Mengenai obyek fidusia yang mengarah kepada benda
tidak bergerak banyak menimbulkan pertentangan di kalangan para ahli
hukum, apalagi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
22 Maret 1951 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971
dimana dalam kedua putusan pada dasarnya dinyatakan bahwa penyerahan
hak milik secara kepercayaan hanya berlaku pada benda bergerak Alasan lain
yang mendorong dimﬁngkinkannya fiducia terhadap benda tidak bergerak
karena sifat Hukum Agraria yang tidak mengenal asas accessie melainkan asas
pemiéahan horisontal sehingga rumah dapat dipisahkan dengan tanahnya.
Dalam pasal 1 PMA No 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa tanah tanah hal.c
milik,l hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah dibukukan dalam
buku daftar tanah menurut ketentuan PP No 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah dapat dibebani dengan Hipotik maupun Creditverband
Disamping itu dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret
1973 No DLB 3/37/1973 dengan tegas dinyatakan bahwa hak pakai atas tanah

tidak dapat dibebani dengan hipotek atau creditverband, meskipun hak pakai
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dan hak pengelolaan itu menurut ketentuan PMA No 1 Tahun 1966 harus
didaftar menurut ketentuan PP No 10 1961. Pendapat dari para ahli hukum
mengenai obyek fidusia yang meliputi benda tidak bergerak mendapatkan
tanggapan dan perhatian dari pembuat Undang- Undang, yaitu dengan
dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun. Fidusia dapat dipergunakan sebagai lembaga jaminan bagi tanah hak
pakai. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maka pembebanan fidusia
hanya dibatasi Pada tanah hak pakai atas tanah Negara. Pembebanan itupun
wajib dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan kemudian di&aﬂarkan ke. kantor pertanahan setempat. Dalam
pendaftaran tersebut, adanya fidusia dicatat dalam buku tanah dan sertifikat
hak 'pakéu' yang bersangkutan sehingga mudah untuk diketahui masyarakat
umum.

Menurut Pasal 12 ayat .(1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun, rumah susun termasuk tanah tempat bangunan itu
berdiri serta banda lainnya yanlg merupakan sa?u kesatuan dengan tanah
dapat dijadikan jaminan hutang dengan : |
¢. Dibebani hipotek jika tanahya hak milik atau hak guna bangunan,

b. Dibebani Fidusia jika tanahnya hak pakai atas tanah f;Iegara
Namun setelah keluarnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkait

Dengan Tanah, dalam penjelasan umum angka 5 disecbutkan bahwa Hak
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Pakai dalam UUPA tidak ditubjuk sebaga obyek hak tanggungan karena pada
waktu itu tidak termasuk hak hak atas tanah yang wajib didaftar dan karena
itu tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk dapat dijadikan jafninan
hutang. Dalam perkembangannya, hak pakaipun harus didaftarkan, yaitu hak
pakai yang diberikan atas tanah Negara. Sebagian dari hak pakai yang didaftar
itu menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindahtangankan yaitu yang
diberikan kepada orang perorangan atau badan badan hukum perdata. Dalam
Undang Undang Nomor 16_ Tahun 1985, tentang Rumah Susun, Hak Pakai
yang dimaksudkan itu dapat dijaminkan utang dengan dibebani fidusia.
Dalam Undang Undang ini Hak Pakai ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggungan.

Obyek Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap éalah satu atau lebih
satuan atau jenis benda terr‘ﬁasuk pula piutang baik yang telah ada pada saat
penjaminan diberikan maupun yang yang diperoleh kemudian (Pasal 9 uu
Jaminan Fidusia). Ketentuan tersebut diatur sedemikian rupa oleh Undang —
Undéng karena sangat penting bagi komersial. Setelah pelaksanaan eksekusi
pemilik fidusia mempunyai ‘kewajiban untuk memelihara benda fidusia
dengan sebaik baiknya. Ia bertanggurﬁc:,r jawab atas hilangnya, musnahnya atau
merosotnya nilai benda‘ fidusia sekedar hal itu disebabkan karena
kelaléiannya.

Apabila hasil penjualan benda fiducia melebihi piutang pokok, bunga

dan biaya maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi
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ﬁdusié.Karena kreditur tidak menguasai secara langsung benda fidusia
dan untuk menjaga sejauh mungkin pemberi fidusia (debitur) tidak
menyalahgunakan atau mentelantarkan benda fidusia, maka logis apabila
kreditur diberi hak yang sewaktu waktu dapat melakukan pemeriksaan
tehadap keadaaan maupun jumlah benda fidusia. Apabila debitur lalai
akan kewajibannya merawat benda fidusia maka demi keselamatan benda
fiducia, pemilik fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk membawa
keluar benda fidusia dari kekuasaan debitur. Karena maksud pemberian
fidusia untuk memberikan jaminan bagi kreditur dalam pelunasan
piutangnya maka apabila si debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk
menguasai dan selanjutnya menjual benda ﬁduéia dengan maksud untuk
mengambil pelunasan atas piutang pokok, bunga dan biaya dari hasil
pendapatan lelang, karena adanya kewajiban pada kreditur untuk
mempertanggung jawabkan benda yang hak miliknya telah diserahkan
kepadanya, kreditur dapat mengkompensasikan dengan dengan kewajiban
debitur untuk mempertanggungjawabkan selaku debitur atas benda
fidusia,terhadap siapapun, termasuk curator kepailitan debitur. Benda yang
berada dalam kekuasaan debitur tidak termasuk dalam boedel kepailitan;
Atas benda tersebut kreditur dapat bertindak seolah olah tidak ada
képailitan debitur, ia adalah kreditur separatis. Sehingga dalam keadaan

seperti ini pemilik fidusia dapat menjual benda dalam kepailitan debitur.
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Berdasar pertimbangan jumlah piutang, kreditur dapat menolak
memberi ijin penjualan‘ benda fiducia. Dalam penjualan barang barang
perdagangan, debitur tidak perlu minta ijin, namun cukup melaporkan
kepada kreditur. Kreditur berhak untuk menerima bunga dari piutang yang
hak miliknya telah dis.erahkan secara kepercayaan kepadanya dengan
kewajiban memperhitungkan besarnya bunga dengan bunga piutang
debitur kepadanya.  Atas piutang kredit yang telah dapat ditagih sebelum
piutang kreditur jatuh tempo  kreditur berhak  menagih piutang
tersebut.ijin kreditur. Pengecualian terhadap kewajiban ini terdapat dalam
hal fidusia barang barang perniagaan. Dalam hal menjual barang barang
perniagaan, debitur tidak perlu minta ijin kepada kreditur, melainkan
cukup memberi laporan kepada kreditur/ pemilik fidusia.

Menurut Subekti, bila debitur melanggarnya dapat diancam pidana
Oleh karena bagi kreditur piutang fiducia akan lmempunyai arti jika
piutang fidusia benar benar dapat dilunasi oleh debiturnya (cessus), maka
piutang yang tidak dibayar pada jatuh temponya, tidak ada gunanya untuk
dipertahankan. Dengan adanya penyerahan hak milik secara kepercayaan,
sebagai jaminan, maka debi;[ﬁr hanya mempur;yai hak milik kosong. Hak
milik yang kdsong akan penuh kgmaii apabila debitur telah melunasi
hutangnya kepada kreditur. Apabila debitur telah melunasi hutangnya
maka demi hukum debitur akan memperoleh kemali piutangnya yang

semula telah dicessikan sebagai jaminan kepada kreditur. Dengan




77

hapusnya piutang yang dijamin dengan hgk fidusia yang dimiliki oleh
kreditur, hapus pulalah hak fidusia yang dimiliki kreditur, karena fidusia
bersifat accessoir.

Untuk mengadakan fidusia pada benda bergerak bertubuh tidak
sama dengan benda bergerak tak bertubuh. Adapun cara terjadinya fidusia
adalah sebagai berikut :

Antara debitur dan kreditur diadakan perjanjian dimana ditentukan
bahwa debitur meminjam sejumlah vang dengan janji akan menyerahkan
hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.
Perjanjian ini bersifat konsesual, obligator dan bentuknya tidak terikat dengan
formalitas tertentu (bebas). debitur dan kreditur dilakukan penyerahanbenda
fidusia secara constitutum possesorium, dengan demikian maka benda ﬁdusié
tetap ldikuasaii pemberi fidusia (debitur) Dalam hal ini pemberi fidusia
beriﬁdak selaku pemegang kuasa dari dan oleh sebab itu ia menguasai dan
menyimpan benda fidusia yang telah diserahkan kepadanya untuk dan atas
nama pemilik fidusia.

jtentukan untuk menjamin

pelunasan hutang ini melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :

- Cssionaris yaitu pihak yang menerima peralihan piutang atas nama
sebagal jaminan.

- Cedent yaitu pihak yang menyerahkan piutang atas nama sebdgai

jaminan
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- Cessus yaitu pihak yang berutang.

Dengan adanya Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan fidusia dipertegas lagi bahwa proses pembebanan Jaminan
Fidusia harus menggunakan akta Notaris (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan
Fidusia.

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang- Undang Jaminai:n Fidusia
ditentukan akta jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal
juga mencantumkan waktﬁ : jam pembuatan akta tersebut. Dengan
penambahan waktu jam dalatn akta jaminan fidusia tersebut adalah untuk
kepastian terjadinya pemberian jaminan fidusia tersebut.

Akta notaris untuk perjanjian Jaminan Fidusia selain memuat hari,
bulan, tahun serta waktu jam dibuatnya akta tersebut, maka akta Jaminan
Fidusia wajib memuat :

f. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tefnpat tinggal atau tempat
kedudukan tempat dan tanggal lahir, jenis kelarﬁin, status perkawinan
dan pekerjaan.

g Data perjanjian pokok dalam arti macam perjanjian dan hutang yang .
dijamin Fidusia/ )

h. Uraian mengenai benda/ barang yang menjadi obyek jaminan fidusia
terutasma mengidentifikasikan benda/ barang yang  dijajdikan

jaminan dengan penjelasan tentang surat — surat bukti kepemilikan.

1. Nilai penjaminan
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j. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Selain itu dari beberapa syarat yang wajib tampak dalam akta Not.aris

diantaranya adalah perlu  diberi penegasém tentang  utang yang

pelunasannya dijamin" dengan Fidusia tersebut karena utang yang
pelunésannya dijamin dengan Fidusia menurut pasal 7 Undang — Undang

Jaminan Fidusia dapat berupa :

d. Utang yang telah ada.

e. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu.

f. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenhi
suatu prestasi.

Untuk menjamin terselenggaranya suatu Jaminan Fidusia yang
baik dan benar serta pasti maka Undang — Undang Jaminan Fidusia
| dilengkapi ketentuan Pidana yang tercantum dalam
Pasal 35 Undang — Undang Jaminan Fidusia yang befbunyi sebagai berikut
“Setiap orang yang dengun sengaja  memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan, vang jika hak tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak
melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahunan dan denda paling sedikit
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Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000
(Seratus juta rupiah)”.
Ketentuan pidana itu dimaksudkan agar penerima Fidisia

terlindungi dari perbuatan yang tidak terpuji. Adapun yang dimasud

dengan perbuatan yang tidak terpuji adalah usaha — usaha untuk.

merugikan penerima Fidusia dan menyesatkannya yang memerugikan
penerima Fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang — Undang Jaminan Fidusia
disebutkan kata “setiap orang” ini mempunyai pengertian orang per
orang atau korporasi. Ketentuan ini tidak harus diartikan atau ditafsirkan
khusus untuk pemberi Jaminan Fidusia, akan tetapi bisa ditafsirkan yang
1¢b1’h luas yaitu “sena pihak yang terlibat dalam pembuatan dan
terselenggaranya pembebanan Jaminan Fidusia terhadap obyek Jaminan
Fidusia seperti pembuat akta yaitu Notaris, saksi — saksi dalam akta,
pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia bahkan kuasa penerima Fidusia
maupun juga wakil dari penerima ﬁdusia.

| Jamnan fidusia dapat diberikan kepada iebih dari satu penerima
ﬁdusia (Pasal 8 UU Jaminan Fidusia). Maksud diaturnya Jaminan Fidusia
dapat diberikan kepada lebih dari satu  penerima Fidusia untuk

mendapatkan kejelasan bahwa pembebanan fidusia lebih dari satu

penerima dalam rangka pembiayaan Kredit Kgnsorsium diperbolehkan.
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Bahkan penerima fidusia dapat dijalankan oleh kuasa yang memperoleh
kuasa khusus dari penerima fidusia.

Demikian juga wakil dari penerima fidusia dapat juga menerima
Jaminan tersebut dalam arti wakil adalah orang yang secara hukum
dianggap mewakili penerima fidusia Kehadiran Undang — Undang Nomor
42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disamping memiliki sisi kepastian
dengan diaturnya dalam bentuk Undang — Urndang, tidak diatur lagi
dengan Yurisprudensi Jaminan Fidusia ini memiliki kekhususan dengan
adanya pendafiaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia ini adalah suatu kewajiban yang
diatur dalam Undang — Undang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) UU_
Jaminan Fidusia vang berbunyi sebagai berikut :

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didafiarkan”

Adapun tempat pelladaﬁaran atau lembaga pendaftaran jaminan
fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang Berada dalam lingkup
Departemen Kehakiman (Pasal 12 UU J aminan Fidusia).

Dilengkapinya jaminan fidusia dengan kéwajiban mendaftarkan
akta perjanjian jaminan fidusia pada Kant(h)kr Pendaftarén Fidusia
dimaksudkan untuk menampung kebutuhan msyarakat secara pasti dan
terjamin sebagai salah satu ‘sarana untuk merﬁbantu kegiatan usaha dan
untuk memberikan kepastian hukum kepﬁda - para pihak yang

berkepentingan dalam jaminan fidusia tersebut.




32

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus dilakukan berkaitan
dengan benda/ barang yang menjadi obyek fidusia yang pada umumnya
berada dalam ruang lingkup kekayaan benda bergerak maupun benda
yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau
hipotek. Selama dijaminkan dengan jaminan fidusia secara fisik benda/
barang tersebut dikuasai oleh pemilik benda yang menjaminkan.

Schingga hal yang utama dari jaminan fidusia dengan kewajiban
mendafiarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah pemberian preferen
pada penerima fidusia terhadap kreditar lain secara pasti mutlak dan
lengkap.

Pendaﬂarén jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia
adalah kewajiban dari penerima Fidusia termasuk kuasa atau wakilnya.
Jaminan Fidusia padakantor per_xdaftaran Fidusia dicatat dalam daftar
Fidusia pada tanggal yang sama derigan tanggal penerimaan permohonan
(Pasal 13Iayat (3) UU Jaminan Fidusia).

Setelah perjanjian jaminan fidusia dicatatkan pada kantor
péndaftaran Fidusia, maka kantc;r_ pendaftaran fidusia menerbitkan dan
menyerahkan kepada penerima ﬁdﬁsia sertipikat jaminan fidusia dengaﬁ
tanggal vang samahden‘gan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran

(Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia).
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Permohonan pendaflaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib melampirkan pernyataan
pendaftaran yang memuat (Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia ) ;

g. Identitas pihak pemberi d;m penerima fidusia,

h. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia |

1. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

J. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

k. Nilai Penjaminan

I Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pengalihan atas piutang oleh hukum perdata dapat dilakukan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang
berbunyi sebagai berikut :
“Penyerahan akan piutang - piutang atas nama dan kebendaaan tak
bertubuh lainnya dilakukan dengan membual sebuah akia otentik atau
dibawah tangan, dengan mana hak ~ hak atas kebendaaan  itu
c;’ilimpahkan pada orang lain.”
Kerangka berpikir tentang pengalihan atas suatu piutang juga telah
dipefgunakan dan dibolehkan olen Undang — Undang Nomor 42 tahun
1999 fentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piuvtang yang dijamin dengan fidusia

diperbolehkan sekaligus terjadinya demi hllkum segala hak dan kewajiban
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penerima fidusia kepada heditur baru yang menerima pengalihan
tersebut. . Pengalihan hak atas piutang yaﬁg dijamin dengan fidusia
tersebut juga wajib didaftarkan oleh kreditur baru pada kantor pendaftaran
fidusia.

Pengalihan hak atas }ﬁiutang dikenal dengan istilah cessie yang
biasanya pengalihan hak atas piutang ini dilakukan dengan akta otentik
atau dibawah tangan sekaligus memberitahukan pada pemberi fidusia.

Tata cara sebagaimana tersebut diatas yaitu cessie harus dilakukan
dengan akta otentik atau akta dibawah tangan kemudian didaftarkan oleh
penerima cessie yaitu kreditur baru pada kantor pendaftaran fidusia serta
wajib memberitahukan kepada pemberi fidusia.

Hal tersebut dilakukan agar prinsip droite de suite diakui juga
sebagai bagian yang tidak dapat ditinggalkan dari hukum perdata yang
lama diberlakukan lama dalam kaitannya dengan hak mutlak atas
kebendaan. Sehingga jaminan ﬁdusié tetap mengikuti benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia ditangan siapa benda/ baréng itu berada
(Pasal 20 UU Jaminan Fidusia). |

Tidak hanya .kreditur saja  yang dapat mengalihkan hak atas
piutang yang dijaminkan dengan fidusia, tetapi pemberi fidusia dapat pula
mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia

dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam dunia perdagéngan.
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Dengan syarat pemberi fidusia tidak da]am’kedudukan cidera janji atau
tidak memenuhi prestasi.

Demi menjaga kepentingan penerima fidusia maka benda yang
dialihkan wajib diganti dengan oyek yang setara (Pasal 21 ayat (3) -UU
Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 36 Undang ~ Undang Jaminan Fidusia menentukan
apabila pemberi fidusia mengalihkan, manggadaikan atau menyewakan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan olehnya tanpa
persetujuan dari penerima fidusia diancam pidana paling lama dua tahun
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.

Ketetuan pidana ini diberlakukan agar penerima fidusia betul
terjamin dan terbayar saat berakhimya utang piutang tersebut. Demikian
juga mempermudah penagihan apabila pemberi fidusia cidera janji, tanpa
harus memperhatikan dan menilai perkara lainnya termasuk mencari benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Terjadinya eksekusi untuk jaminan fidusia itu diberlakukan jika
debitur atau pemberi Fidusia wanprestasi/ cidera Janji. Karena itu eksekusi
merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang
dilakukan oleh ‘penerima Jaminan akibat cidera janjinya pemberi jaminan.

Dalam kesempatan eksekusi jaminan fidusia, maka harus dimulai

dengan adanya cidera janji dari pemberi fidusia diikuti dengan eksekusi
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terhadp benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan dapat dijalankan

dengan cara — cara sebagai berikut : |

d. Pelaksanaan title eksekutorial karena dalam akta sertipikat jaminan
fidusia tercantum kata Demi Keadilan-Berdasar Ketuhanan Yang Maha
Esa

¢. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelangan umum.

f. Penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
pemberi dan penerima fidusia yang pelaksanaan penjualan dilakukan
setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh
pemberi atau penerima fidusia kepada para pihak yang berkepentingan
dan diumumkan dalam 2 (dua) harian yang beredar di daerah yang
bersangkutan.

Tata cara pelaksanaan eksekutorial terhadap benda — benda yang
menjadi  obyek jaminan fidusia harus betul — betul mematuhi secara
lengkap dan sempurna ketentuan yang telah ditentukan, baik dalam Pasal
29 atau 31 Undang - Undar.lg Jaminan Fidusia. Apabila terjadi
penyimpangan dengan maksud daa tujuan dari eksekusi Jaminan Fidusia
maka eksekusi terhadép benda yang menjadl; obyek jaminan fidusia maka
eksekusi tersebut batal demi hukum (Pasal 32 UU Jaminan Fidusia).

Apabila telah dilaksanakan eksekusi atas obyek fidusia dan

kemudian hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima fidusia
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wajib mengembalikan kelebihan sisanya kepada pemberi fidusia.
Sebaliknya jika hasil eksekusi tidak mencﬁkupi untuk melunasi hutang,
maka debitur tetap bertanggung jawab atas' utang yang belum terbayar
sedangkan terhadap pemilik obyek fidusia yang kedudukannya hanya
sebagai penjamin, jika barang/ benda dari penjamin telah habis tereksekusi
maka terhadap penjamin tidak dapat diwajibkan untuk bertanggung ja\'zvab
apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang (Pasal 33
UU Jaminan Fidusia).

Pada umumnya eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan
penjualan di muka umum yang disebut lelang. Lelang atas penjualan
umum tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Lelang yang diatur dalam
Vendu Reglement S. 1908 — 189 dan Vendu Instructie S. 1908 — 190.

Penjualan umum (lelang) atau auction pada dasarnya dirumuskan
sebagal an auction is a system of selling to the public. Jadi cukup jelas
disini disyaratkan Sebagai perbuatan penjualan umum yang sckaligus
wajib memnenuhi rasa keadilan guna tercapai keseimbangan mengenai
harga, nilai dan kepastian kepemilikan déri suatu barang,

Mekanisme diatas kemudian merangsang terjadinya deregulasi di
bidang lelang dengan lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47/KMK.01/1996  tertanggal 25 Januari 1996 tentang Balai Lelang

Dengan ketentuan tersebut telah melahirkan Balai Lelang yaitu Badan
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Usaha yang dapat menjualkan barang mih’k‘ orang lain dengan prosedur
lelang,

Dengan adanya Balai Lelang tersebut maka pelayanan lelang dapat
dipisahkan antara lelang sukarela dengan Iel'ang tak sukarela. Jika lelang

diselenggarakan atas kesepakatan pemohon dan termohon eksekusi maka

hal yang demikian termasuk lelang sckarela dan dapat diselenggarakan

oleh Balai Lelang. Tapi jika tidak ada kesepakatan antara pemohon dan
termohon eksekusi maka lelang harus dilakukan di Ksntor Lelang Negara.
Eksekusi dijalankan apabila debitur tidak mau secara sukarela
memenuhi kewajibannya. Eksekusi adalah upaya hukum secara paksa
terhadap debitur untuk merealisasi hak kreditur. Yang direalisasi disini
adalah hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari benda
Jjaminan (fidusia). Jika hak kreditur sudah direalisasi maka wajar bila hak
kreditur atas benda - jaminan (fidusia) hapus. Bagi pihak ketiga yang
beriktikad baik, kepada siapa debitur telah menyerahkan benda yang
telah dikuasainya menurut pasal 1977 KUH Perdata pihak ketiga akan
dilindungt olch hukum. Dengan demikian hak fidusia yang dimiliki
kreditur hapus
| Jaminan Fidusia adalah hak jsminan atas benda bergerak baik
berwujud maupun tidak berwujud dan benda tic;ék bergerak khususnyé
baﬁgunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang

dimaksud dengan Undang ~ Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
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Tanggungan yang tetap dalam penguasaan  Pemberi Fidusia, sebagai

agunan bagi pelunasan utang tertentu yang mjemberikan kedudukan uang

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap :

a.

Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,

sepanjang peraturan perundang — undangan yang berlaku menentukan

. jaminan atas benda — benda tersebut wajib didaftar.

C.

d.

Hipotik atas kapal yang teerdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3
atau lebih
Hipotik atas pesawat terbang

Gadai

Pembabanan benda dengan Jminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris

dan harus dengan bahasa Indonesia serta merupakan akta Jaminan Fidusia.

Adapun akta Jaminan Fidusia sekurang — kurangnya memuat hal —

hal sebagai berikut

a.

b.

Identitas pihak peﬁbeﬁ atau penerima Fidusia.

Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia

Uraian mengenai benda yang, menjadi obyc’ll"‘.la.minan Fidusia
Nilai perjanjian

Nilai benda yang menjadi obyek Jarﬁinan Fidusia

Bunda — benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib

didaftarkan pada kantor Seksi Pendaftaran Fidusia Departemgn Hukum
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dan Hak Asasi Manusia ditiap ibukota propinsi ai seluruh Indonesia.
Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima
Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampi}kan perhyataan pendaftaran
Fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut harus memuat hal — hal sebagai
berikut :
a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidﬁsia
b. Tanggal, nomor ak‘;a Jaminan Fidusia, nlama dan tempat kedudukan
Notaris :yang membuat akfa Jarainan Fidusia

¢. Data perjanjian pokok yang dijamin FIDUSIA.
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
e. Nilai jaminan
f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Dalam sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata — kata “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
dengan demikian sertipikat Jaminan F idusiah tersebut mempunyai kekuatan
eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukuml tetap. Apabila debitur
wanprestasi, maka penerima Fidusia berhak unt{xk menjual benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut, atas kekuasaan sendiri, tanpa
bantuan Pengadilan.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal — hal yang tercantum

dalam sertipikat Jaminan Fidusia, penerima Fidusia wajib mengajukan
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permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut pada Kantor Pendaftaran

Fidusia. Kantor Pendaftarén Fidusia pada tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan permohonan perubaﬁan, melakukan pencatatan

perubahaan tersebut dalam Buku Daﬁar Fidusia dan menerbitkan

Pernyataan Perubahan yang merupakan bag‘;"an vang tak terpisahkan dari

Sertipikat Jaminan Fidusia,

Dalam hal terdapat kékeliruan penulisan dalam Sertipikat Jaminan
Fidusia yang telah dierima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertipikat tersebut,
pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
diterbitkan sertipikat perbaikan. Sertipikat perbaikan tersebut harus diberi
tanggal dengan tanggal sertipikat semula, penerbitan sertipikat perﬁaikan
ini tidak dikenakan biaya/ gratis.

Adapun penyerahan Sertipikat Jaminan Fidusia ditentukan sebagai
berikut :

a. Bagi permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam
08.00 — 12.00 BBW1, penyerahan Jaminan Fidusia dilakukan pada jam
15.00 — 16.00 BBWI

b. Bagi permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam
13.00 — 15.00 BBWi penyerahan Sertipikat Jaminan Fidusia

>

dilakukan pada hari berikutnya paling lambat jam 12.00 BBWI.
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~ Dengan dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di
seluruh  wilayah Negara Indonesia, makal Kantor Pendaftaran Fidusia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depﬁrtemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak boleh menerima lagi
Jaminan Fidusia. | |
Penyerahan berkas Buku Daftar Fidusia dan Registrasi yang berada
di Direktorat Administrasi Hukam UMUM Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia, dalam waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat tanggal
1 April 2002, sejak ditetapkannya keputusan ini, harus sudah diserahkan
xepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tempat keduquan
Pemberi Fidusia. Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertipikat
Jaminan Fidusia maka penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan
permohonan pendaftaran perubahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat tanggal 21 _

Maret 2002 dan setelah tanggal 21 Maret 2002 harus diajukan melalui
Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia ‘sesuai dengan tempat kedudukan pemberi Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidugia di Direktorat Administrasi Hukum

Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia, dapat menerima pencoretan Jaminan Fidusia paling lambat
pada tanggal 21 Maret 2002, dan setelah tanggal 21 Maret pencoretan
Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia pada Kantor Wilayaﬁ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai tempat kedudukan pemberi Fidusia.

| Pengajuan permohonan pendaftaran‘ perubahan dan pencorctan
hanya berlaku atas Sertipikét Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh
Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
selama Buku Dafiar Fidusia dan Registrasi belum diserahkan kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sei‘tipikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor
Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia ditanda tangani oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia atau
Pejabat yang ditunjuk,

Segala biaya vang diperlukan.untuk
a. Pembentukan Kantor i'Pendaftaran .Fidusia di. Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dibebankan kepada. anggaran belanja Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
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b. Operasional Pendafiaran Jaminan Fidusia dibebankan pada Anggaran
Rutin Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wiléyah Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Indonesia Republik Indonesia, wajib melaporkan secara

berkala kepada Direktur J endefal Administrasi Hukum Umum Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jumlah sertipikat'

Jaminan F iciusia dan Pencoretan Jaminan Fidusia yang dikeluarkan setiap

bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama ini kegiatan pinjam - meminjam dilakukan dengan
menggunakan Hak Tanggungan yang telah diatur dalam Undang - Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan
pelaksanaan dari Pasal 51 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Undgng — Undang Pokok .Agraria sekaligus sebagai pengganti dari
Lembaga Hipotik Atas Tanah dan Creditverband.

Disamping itu, hak jaminen lainnya yang banyak digunakan
dewasa int adalah gadai, hak tanggungan dan Jaminan fidusia. Adapun
Undang — Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 51
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 199."2 tentang Perumahan dan
Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah - rumah yang dibangun di
atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan
fidusia. Selain itu Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 tenténg
Perumahan dan Pemukiman, menentukan bahwa rumah — rumah yang
dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani
dengan jaminan fidusia. Selainiitu Undang’— Undang Nomor 16 tahun

1995 tentang Rumah Susun mengatur tentang Hak Milik Atas Satuan




96

Rumah Susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman
penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk janﬁnan yang lahir dari
Yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalan}_‘transaksi
pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana
mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkiﬁkan kepada pemberi
fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkaﬁ untuk melakukan
kegiatan  usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan
Jaminan Fidusia. Pada awalnya benda yaﬁg meﬁjédi obyek fidusia
terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk
peralatan, akan tetapi dalam perkembangannya benda yang menjadi obyek
fidusia termasuk juga kekayaan. benda bérgerak yang tak berwujud
matpun benda tak bergerak.. |

Dibentuknya Undaﬁg -- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan
masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sar;ana
untuk fnembantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang berkepentingan.

.Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang

menggunakannya, khususnya bagi pemberi Fidusia, namun sebaliknya
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karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan tersebut kurang
menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia. Mungkin saja
pémberi Fidusia menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia
kepada pihak lain tanpa sepelngetahuan pencrima Fidusid.

‘Sebelum Undang — Undang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada
umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda
bergerak yang terdiri dari benda - benda dalam persediaan (inventory),
banda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.'®

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,

- maka Undang — Undang Jaminan Fidusia obyek Jaminan Fidusia

diberikan pengertian yang luas yaftu benda berge:_rak yang berwujud
maupun tak berwujud dan benda tidak bergerék yang tidak dapat dibebani
dengan hak tanggungan sebagai mana yang ditentukan dalam Undang —
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang — Undang Jaminan Fidusia mengatur tenféhg pendaftaran
jaminan fidusia guna memberikan kepastianlhukum kepada pihak yang
berkepentingan dan pendaﬂaﬁ}n Jaminan Fidusia memberikan hak yang

didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

. Saran

Darn hasil penelitian, ternyata penjaminan kredit dengan Jaminan
Fidusia , ternyata menguntungkan pihak debitur, karena prsedurnya lebih
sederhana dan prosesnya cepat. Sedangkan untuk kreditur (pihak Bank

BNI) penjaminan dengan fidusia ini belum pérnah terjadi kasus debitur
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wanprestasi walau secara fisik barang jaminan tetap ditangan pemilik

fidusia. Namun.untuk Jaminan Fidusia terhadap bangunan tanah hak sewa

persyaratan - persyaratannya sangat mendetail, karena obyek’

jaminannnya adalah barang tetap dan biasanya plafon kreditnya besar.
Untuk itu peneliti memberi saran saran sebagai berikut ;
a. Pengajuan kredit dengan Jaminan Fidusia pada umumnya tetap
dipertahankan katena menguntungkan pihak debitur dan kreditur.
b. Khusus persyaratan — persyaratan untuk pengajuan kredit dengan

Jaminan Fidusia terutama pada bangunan di atas tanah hak sewa lebih

disederhanakan dengan tetap manjaga agar debitur tidakiwanprestasi. -
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